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MOTTO 

 

 

كََ وَ ن َ امأَءأََنأَيَ ذَ اَالَ هأَي َ يٰأَٓ أَمَ وَ اَق أَوَ ن  وََ ا سَ قَ ل بََ َءأَآدَأَهأَشَ َلِل  َ َي 
وََ ل دََ اَاعَ وَ ل دََ عَ ََ أَل َىَأأَلأَٓعأََمَ وَ ق أََانَ ئأَن أَشأََمَ كَ ن مَأرََ يأَ لأَوأََط َ 

َبَ رأَق َ أأََوأَهَ َا 

وأَقَ لت َ لَ 
وَ قَ اَ َ وأََىَٰ 

 َ
نأ۞وَ لَ مأَعَ اََ أَب أََي رَبَ خأََالأََنَ إ ََاَالأ  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]: 8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada halaman berikut : 

Huruf arab  Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S}ad S} Es (dengan titik di bawah) ص

 D}ad D} De (dengan titik di bawah) ض

 T}a T} Te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘   Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق



 

viii 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah     ’ Apostrof ء

 Ya Y  Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

  

B. VOKAL 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath{ah A A اأَ

 Kasrah I I اَ 

 D{ammah U U اَ 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

َاَ... َىَ/..أ َ.....أ fath}ah dan alif 

atau ya 

I a dan garis di 

atas 

َي  .... kasrah dan ya I i dan garis di atas 

َو  ... d}ammah dan wau I u dan garis di atas 

Contoh: 

 Mata : مأاتأَ



 

ix 

 Rama : رأمأى

لأَق يَ   : Qila 

تَ يَأ وَ   : yamutu 

D. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat 

harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  

 Raudah al-atfal : رَوْضَةُ الْْطَْفَال  

يْلةَُ  يْنَةُ الْفَض   Al-madinah al-fadilah : الْمَد 

كْمَةُ   Al-hikmah : الح 

E. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah  

tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  

(konsonan  ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh : 

َرأب  نأا : Rabbana 

نأانَأ ي َ   : Najjaina 

 Al-hajj : األْ أجَ 

 aduwwun‘ : عأد وَ 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah  kata dan didahului oleh huruf kasrah (  maka  ,(ى يَ 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah  ( i ).  

Contoh: 

 ali(bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : عأل يَ 
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 َ  arabi(bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عأرأب 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  huruf (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الش م سَ 

ةَ الز ل زألأَ  : Al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

فأةَ الفأل سأَ  : Al-falsafah  

 Al-bila>du : الب لاأدَ 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya  berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

و نأَتَأ م رَ   : Ta’muruna 

 ’Al-nau : الن  و ءَ 

ءرَ  Syai’un : شأي 

 Umirtu : أ م ر تَ 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat 

yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an  (dari Al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh:  Fi Zilal al-Qura’an, Al-sunnah qabl al-tadwin 

I. Lafz al-jalalah (الله) 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau  



 

xi 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa  nominal),  ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh:  َد ي ن َال : dinullah ,  َلل  .billahi : ب 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: َه م َفِ  َرأحْ أة َال : hum fi rahmatillah. 

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf  pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut  menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan  

Contoh: 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazal 
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ABSTRAK 

 

       Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Dalam data Catatan Tahunan (CATAHU) 

2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan seksual menempati urutan kedua dalam kasus 

kekerasan terhadap perempuan (KtP) diranah personal atau privat. Sedangkan dalam ranah 

komunitas, kekerasan seksual sendiri mendominasi kasus dari kekerasan terhadap perempuan 

dengan prosentase 55%. Lalu bagaimanakah rancangan perlindungan hukum bagi para korban 

kekerasan seksual yang telah diciderai haknya sebagai langkah kongkrit?. Dalam hal ini penulis 

menggunakan studi atas KUHP dan UU No.31 Tahun 2014. Dan bagaimanakah konsep dalam 

hukum Islam sendiri merespon perlindungan korban kekerasan seksual. 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan penelitian hukum normative. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 

metode dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP dan UU No. 31 Tahun 

2014 dan bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bertuk laporan, skripsi, 

tesis, disertasi dan jurnal serta bahan hukum lainnya yang penulis dapat dari situs-situs dalam 

internet. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam analisis data. 

       Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan konsep dan sudut pandang yang ditawarkan oleh 

KUHP, UU No. 31 Tahun 2014, dan hukum pidana Islam dalam perlindungan hukum tindak  

kekerasan seksual. Dalam KUHP lebih condong kepada perspektif pelaku dan ketertiban sosial. 

Sedangkan dalam UU No.31 Tahun 2014 lebih berorientasi terhadap kepentingan korban. Dan 

untuk hukum pidana Islam, perlindungan hukum yang diberikan berupa hukuman, selain untuk 

pertaubatan pelaku, menjaga ketertiban umum, juga untuk memberi keadilan kepada korban. 

 

       Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian 

lebih. Dari data Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 oleh Komnas Perempuan mayoritas 

menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, yaitu 

sebagaimana dalam grafik berikut:1 
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Grafik 1.1 : Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2008 – 2020 

       Grafik diatas menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun 

waktu 13 tahun. Terdapat penurunan kasus pada tahun 2020. Menurut Komnas Perempuan, 

penurunan sekitar 31,5 % dari tahun sebelumnya bukan berarti jumlah kasus menurun. 

Penurunan tersebut dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB); 

2) korban cenderung mengadu kepada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) 

model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi 

merubah pengaduan menjadi online).2 

       Salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Dalam 

ranah personal atau privat, kekerasan seksual menjadi peringkat kedua terbanyak dari kasus 

kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dalam ranah komunitas, kekerasan seksual menjadi 

peringkat pertama terbanyak dari kasus kekerasan terhadap perempuan.  

                                                             
1 Tim Penulis, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak 

dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 (CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 

2020)”, Komnas Perempuan, (Jakarta: 5 Maret 2021), 8 
2 Ibid; 
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       Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional 

Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan 

seksual menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) diranah 

personal atau privat dengan grafik sebagai berikut:3 

 

 

Grafik 1.1 : Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP dalam CATAHU 2021 

 

       Grafik 1.1 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat 

tahun 2020. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan 

seksual (30% atau 1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 

28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti 

pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua 

yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat 

yang aman bagi perempuan.4 

       Sedangkan dalam ranah komunitas, data CATAHU 2021 menunjukkan bahwa kekerasan 

seksual mendominasi kasus dari kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam 

grafik dibawah ini:5 

                                                             
3 Ibid; 15 
4 Ibid; 
5 Ibid; 22 
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Grafik 1.2 : Bentuk KtP di Ranah Komunitas dalam CATAHU 2021 

       Grafik 1.2 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas 

didominasi oleh kekerasan seksual (55% atau 962 kasus). Selanjutnya pada kekerasan khusus 

(24% atau 412 kasus), kekerasan fisik (16% atau 275 kasus), dan kekerasan psikis (5% atau 82 

kasus).6 

       Di Indonesia, kekerasan seksual mulai dikenal pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Salah 

satunya terjadi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Menurut jumlah yang 

telah diverifikasi oleh Tim Gabungan Peristiwa Fakta (TGPF)7 terdapat 52 orang korban 

perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan/ 

penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual.8 Sedangkan dalam dokumentasi 

Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) dari kesaksian para korban, keluarga korban, dan 

saksi mata terdapat 152 korban dari total keseluruhan dengan rincian yakni 103 korban 

perkosaan, 26 korban perkosaan dan penganiayaan, 9 korban perkosaan dan pembakaran, dan 

14 korban pelecehan seksual.9 

       Dalam situasi konflik atau peperangan tubuh perempuan selalu menjadi target. Cara yang 

sangat klasik dalam sejarah untuk menghancurkan sebuah komunitas yakni pemanfaatan tubuh 

perempuan dengan melakukan pemerkosaan. Hal ini terjadi karena perempuan dipandang 

sebagai simbol kehormatan dari komunitasnya. Disini seksualitas perempuan pun dianggap 

                                                             
6 Ibid., 22 
7 Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar 

belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Baca 

selengkapnya di Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa 

Kerusuhan Mei 1998, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2006). 
8 Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 

Mei 1998, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2006), cet. 3, hlm. 17-18 
9 Ibid., 73 
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bukan lagi menjadi miliknya sendiri dan menjadi otoritasnya, melainkan milik komunitasnya 

(dalam konteks terdekat adalah ayah atau suami jika ia sudah menikah). Kenyataan tersebut 

menegaskan bahwa selama ini hukum pemerkosaan adalah hukum kepemilikan. Sebagai 

konsekuensi logisnya pemerkosaan tidak dilihat sebagai bentuk kriminalitas terhadap 

perempuan korban melainkan terhadap komunitasnya dan pihak yang menjadi ‘pemilik’ 

perempuan ini akan mendapatkan ganti rugi. Misalnya di salah satu suku di Papua yakni ketika 

pemerkosa membayar denda berupa hewan sebagai sanksi adatnya.10 

       Pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini sangat 

kompleks ragamnya. Tidak ada peperangan maupun konflik besar yang meluas bukan berarti 

perempuan dapat hidup dengan aman dan terhindar dari kekerasan seksual. Justru, pelaku 

kekerasan seksual sendiri mulai dari ranah privat seperti halnya suami, ayah, kerabat, ataupun 

pacar; ranah komunitas seperti halnya di lingkungan kerja, bermasyarakat, ataupun lembaga 

pendidikan; dan bahkan sampai di ranah negara yang seharusnya bertugas untuk melindungi 

masyarakat. 

       Kekerasan seksual adalah bagian bentuk dari kekerasan berbasis gender yang tidak dibatasi 

pada tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual yang menyerang seseorang, terkhusus 

pada perempuan, yang menggunakan berbagai cara seperti adanya paksaan, ancaman, 

pemanfaatan situasi, dan lain-lain yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.11 

       Kekerasan berbasis gender merujuk kepada status gender perempuan di masyarakat sebagai 

yang menduduki posisi atau kedudukan subordinat. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang 

menjadi logika dasar dari penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah 

ketimpangan kekuasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, serta adanya stereotip 

gender yang melekat di masyarakat.12r  

       Hal ini diperparah dengan ketidakberpihakan keluarga korban yang tidak semuanya 

memiliki perspektif keadilan untuk korban. Seperti halnya pada kasus Lisa (bukan nama 

sebenarnya) yang merupakan korban pemerkosaan bergilir oleh 6 laki-laki. Alih-alih mendapat 

perlindungan, Lisa diusir dari rumah oleh keluarganya sendiri karena dianggap mempermalukan 

keluarga. Tak hanya selesai disana, Lisa menjadi korban pemerkosaan untuk kedua kalinya oleh 

                                                             
10 Chandra Linsa Hikmawati, “Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis 

Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta”, Jurnal Politik, Vol. 2, No. 2, Februari 2017, hlm. 350-351  
11 Adzkar Ahsinin, Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan 

Pendidikan, (Jakarta: PKWJ UI-Magenta LR&A, 2014), 21 
12 Adriana Vennt, Memahami Kekerasan terhadap Perempuan: Panduan untuk Jurnalis, (Jakarta: Yayasan Jurnal 

Perempuan, 2003), 1  
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laki-laki lain ketika ditampung di rumah salah satu petinggi desa. Lisa dinikahkan dengan laki-

laki yang sudah memperkosanya atas permintaan dari warga. Hingga pada akhirnya Lisa masuk 

ke rumah sakit dengan kondisi yang mengkhawatirkan yakni tidak berhenti berteriak-teriak 

serta sering menangis tanpa adanya sebab.13 

       Berbeda halnya dengan kasus perkosaan seorang remaja di Medan yang berinisial S. 

Dilansir dari detiknews, S diperkosa oleh laki-laki berinisial A yang merupakan pacar dari ibu 

S. Sehingga A memiliki akses keluar masuk rumah dengan mudah. Ibu S yang mengetahui hal 

tersebut malah menyuruh S untuk meminta dibelikan iPhone. Perkosaan yang menimpa S tidak 

hanya terjadi satu kali, namun S mengalami perkosaan untuk kedua kali dengan laki-laki yang 

sama.14 

       Atau dalam kasus Baiq Nuril yang dinyatakan bersalah dalam tingkat kasasi. Pasalnya, 

Baiq Nuril kerap dilecehkan oleh Kepala Sekolah tempat ia mengajar berinisial M. M 

menceritakan pengalaman berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya melalui 

sambungan telepon. Baiq merekam pembicaraan dengan M untuk membuktikan dirinya tidak 

terlibat hubungan gelap. Namun, rekaman tersebut tersebar tapi bukan atas kehendaknya.15 

       Negara tentu memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan memberi ruang aman 

kepada setiap rakyatnya -laki-laki maupun perempuan- dengan wujud kongkrit salah satunya 

adalah aturan-aturan yang sudah dilegitimasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G 

ayat (1) menjelaskan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

       Lebih spesifik ketentuan tindak kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang belum mengenal istilah kekerasan seksual melainkan kejahatan terhadap 

kesusilaan. Terdapat beberapa bentuk dari kekerasan seksual yang disinggung dalam KUHP. 

Seperti halnya dalam pasal 285 yang berbunyi: 

                                                             
13 Patresia Kirnandita, “Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah”, https://tirto.id/episode-baru-tragedi-

penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-cHEZ, diakses 12 November 2021 
14 Ahmad Arfah Fansuri Lubis, “Diperkosa Pacar Ibu, Remaja di Medan Malah Disuruh Minta iPhone Kepada Pelaku”, 

https://news.detik.com/berita/d-5786762/diperkosa-pacar-ibu-remaja-di-medan-malah-disuruh-minta-iphone-ke-pelaku, diakses 12 

November 2021 
15 SAH/arh, “Baiq Nuril: Saya Korban, Hukuman Ini Tidak Adil”, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114103244-12-346417/baiq-nuril-saya-korban-hukuman-ini-tidak-adil, diakses 20 Mei 

2022 

https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-cHEZ
https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-cHEZ
https://news.detik.com/berita/d-5786762/diperkosa-pacar-ibu-remaja-di-medan-malah-disuruh-minta-iphone-ke-pelaku
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114103244-12-346417/baiq-nuril-saya-korban-hukuman-ini-tidak-adil
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“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 

bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

       Atau dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 

       Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait kekerasan seksual yakni 

dalam pasal 285 hingga pasal 299. Namun, dalam pasal-pasal tersebut hanya mengarah pada 

tindak pidana perkosaan, pencabulan, dan aborsi. Artinya, dalam KUHP belum mampu 

mengakomodir bentuk dari kekerasan seksual yang lebih luas. 

       Lainnya halnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih 

spesifik mengatur hak-hak apa saja yang didapat oleh korban serta Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK) yang menangani hal tersebut. Dalam pasal 6 ayat (1) menyinggung 

perlindungan korban kasus kekerasan seksual yang berbunyi:  

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban 

tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan 

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.” 

Selain hal diatas, dalam pasal 7A ayat (1) juga menyebutkan bahwa  

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekeyaan atau penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai 

akibat tindak pidana; dan/atau 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.” 

       Dalam Islam sendiri, tentu pelecehan terhadap martabat manusia sangat dilarang. Islam 

memerintahkan memperlakukan perempuan –dan juga laki-laki– secara bermartabat. 

Sebagaimana QS. An-Nisa’ [4]: 19 yang berbunyi: 
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كَأَاََٰيٰٰأٓي  هأاَال ذ ي نأَ اءأ َأَر ث واَالن  سأٓ َاهَ رَ مأن  و اَلأيَأ ل َلأك م َأأن 
أَََ يأَ َنَ أأََل َٓإ ََنَ هَ وَ مَ تَ ي َ َ أَاََٰآَمأََضَ عَ ب أَاَبَ وَ ب َ هأَذَ تألَ ََنَ هَ وَ لَ ضَ عَ َ أَلأَوأَََّ  َةَ شأَاحَ فأَب ََي 

َةَ نأيَ َ ب أَمَ 
َفَ و رََ عَ مأَل بََ َنَ هَ و رََ اشَ عأَوأَََّ 

كَأَي َ خأََهَ ي فََ َالَ َلأَعأَيأَ وَ َائَ ي َ اَشأَوَ هَ رأَكَ أَََنَ ىَأأَسَٰٓعأَف أََنَ هَ وَ مَ ت هََ ر كَأََنََ إ فَأَََّ  اي َ ثَ ا  
“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 

perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang 

patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-

Nisa’ [4]: 19).16 

       Atau sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari: 
:َفأَ رأةأَعنَأأب ي ه َعنَالن بِ  َصلىَالَعليهَوسلمَقأالأ َبأك  َالر حْ أن َب ن َأأبِ 

َعأب د  َب أي  نأكَ عأن  أَك م  َإ ن َد مأاءأك م َوأأأم وأالأك م َوأأأع رأا م 
َالش اهَ  اَل ي  ب أل  غ  َب ألأد ك م َهأذأ اَفِ  ر ك م َهأذأ َشأه  اَفِ  كَأح ر مأة َي أو م ك م َهأذأ َرروا َالبااريَفَِصحيحهَرقمَد َالغأائَ حأرأامر بأ

(76الْديث:َ  
“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: 

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian 

adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) sebagaimana 

terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)17 

       Hal ini menegaskan bahwa perempuan yang mendominasi sebagai korban kekerasan 

seksual tidak menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi seperti yang terjadi di tengah masyarakat 

Jahiliyah pada saat Islam hadir. Perempuan tidak hanya diperlakukan seperti hewan, bahkan 

bagaikan benda mati. Hal ini tergambar seperti halnya bayi perempuan biasa dikubur hidup-

hidup, dipaksa menikah lalu diceraikan sebelum mengalami menstruasi pertama, dipoligami 

dengan jumlah istri tak terbatas dan tanpa syarat adil, istri boleh dicerai lalu dirujuk berkali-kali 

tanpa batas, diwariskan, dinikahkan oleh saudara sedarah, dan lain sebagainya.18 

       Atau dalam konteks relasi gender, perspektif kebudayaan masih melekatkan stereotip-

stereotip yang merendahkan, mendiskriminasi, dan memarginalkan kaum perempuan. Satu-

satunya potensi cemerlang seorang perempuan dalam pandangan kebudayaan patriarkis adalah 

                                                             
16 Tim Penerjemah, Al-Qur’an (Terjemah Tafsir Per Kata), (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 80 
17 Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan 

Seksual 
18 Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman , (Bandung: 

Afkaruna.id, 2020), hlm. 18 
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tubuhnya. Pandangan ini seolah menjadi dasar dimana tubuh perempuan seakan-akan sah saja 

untuk dieksploitasi secara intelektual, ekonomi, dan seksual melalui beragam cara dan 

bentuknya. Kecemerlangan tubuh perempuan menjadi sasaran hasrat-hasrat kenikmatan. Kaum 

perempuan masih dikepung oleh berbagai bentuk kekerasan, fisik, psikis, seksual, dan ekonomi 

baik diruang privat maupun publik.19 

       Dalam Islam, kesetaraan manusia, penghormatan atas martabat manusia, dan keharusan 

mewujudkan keadilan sosial dan hukum harus selalu diupayakan. Dalam QS. Al-Maidah [5]: 8 

menegaskan: 

كََ وَ ن َ امأَءأََنأَيَ ذَ اَالَ هأَي َ يٰأَٓ أَمَ وَ اَق أَوَ ن  وََ ا سَ قَ ل بََ َءأَآدَأَهأَشَ َلِل  َ َي 
وََ ل دََ اَاعَ وَ ل دََ عَ ََ أَل َىَأأَلأَٓعأََمَ وَ ق أََانَ ئأَن أَشأََمَ كَ ن مَأرََ يأَ لأَوأََط َ 

وأَقَ لت َ ل ََبَ رأَق َ أأََوأَهَ َا 
َىَٰ 

وَ قَ اَ َ وأَ
 َ
نأَوَ لَ مأَعَ اََ أَب أََي رَبَ خأََالأََنَ إ ََاَالأ  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]: 8)20 

       Tentu, Islam melarang apapun itu yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi seperti 

halnya kekerasan seksual yang merupakan tindak kejahatan disamping perbuatan tersebut telah 

menciderai kehormatan manusia. Karena, misi Islam sendiri adalah pemberi rahmah kepada 

seluruh alam semesta maupun yang ada didalamnya tanpa terkecuali. Sehingga pencapaian 

kemaslahatan harus selalu diupayakan oleh manusia sebagai khalifah fil ard. Seperti yang telah 

ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya (21): 107 

أَ َرأحْ أة َل  ل عٰلأم ي  َإ ل   وأمأآأأر سأل نٰكأ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)21 

       Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud ingin meneliti lebih jauh mengenai 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang ditinjau dari hukum positif dalam hal 

ini lebih terfokus pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

                                                             
19 KH. Husein Muhammad, Perempuan, Islam, & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas, (Yogyakarta: Qalam 

Nusantara, 2016), hlm. 233 
20 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 108 
21 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 331 
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Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlebih 

bagaimana perlindungan hukum dalam Islam atas ketidakadilan yang kerap kali menimpa 

korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan 

judul “tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum tindak kekerasan seksual 

(studi atas KUHP dan UU No. 31 tahun 2014)”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan untuk membatasi penelitian agar 

tidak menjadi bias, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana bentuk perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014? 

2.  Bagaimana perlindungan hukum tindak kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu: 

1.  Mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait bentuk perlindungan hukum tindak 

kekerasan seksual dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

2.  Mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban 

kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan pada berbagai pihak. 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Aspek Teoritis 

       Memperkaya ilmu pengetahuan bagi pengembangan program studi Hukum Pidana 

Islam dalam hal ini Fakultas Syari’an dan Hukum serta UIN Walisongo Semarang pada 

umumnya. 

2. Aspek Pembangunan 

a. Manfaat bagi Program Studi Hukum Pidana Islam 

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu, khususnya mengenai perlindungan hukum tindak kekerasan 

seksual dalam hukum positif maupun dalam tinjauan hukum pidana Islam. 
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b. Manfaat bagi Pemerintahan 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus masukan-masukan 

bagi penentu kebijakan terkait dengan konsep perlindungan hukum bagi korban 

kekerasan seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam dalam penanganan perlindungan 

hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. 

E. Telaah Pustaka 

       Sebuah karya ilmiah tentu tak terlepas dari pemikiran generasi sebelumnya. Hal tersebut 

juga sebagai acuan untuk memperdalam dan menganalisa penelitian yang akan dikerjakan. Pun 

untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam telaah 

pustaka ini, penulis memaparkan beberapa referensi yang penulis gunakan dalam pembuatan 

penelitian ini. 

       Skripsi karya Yayah Ramadyan yang berjudul “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata 

Hukum Islam dan KUHP)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelecehan seksual dalam 

perspektif hukum Islam dan KUHP serta perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan 

seksual antara hukum Islam dengan KUHP. Yayah Ramadyan memaparkan bahwa dalam 

hukum Islam, pelecehan seksual termasuk dalam kategori hukuman takzir yang mana tidak ada 

ketentuan hukuman yang jelas dan rinci dari Al-Qur’an maupun Hadits. Sedangkan dalam 

KUHP, pelecehan seksual masuk dalam kejahatan kesusilaan dalam bab XV buku kedua dan 

pelanggaran kesusilaan dalam bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan yang tidak menyenangan, 

perbuatan cabul, perzinaan, perkosaan dan penghinaan.22 

       Skripsi karya Abuadin Syah yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam 

Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 

51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”. Pembahasan skripsi ini berfokus pada tindak pidana kekerasan 

seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini penjatuhan hukuman berdasar 

atas pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yakni 10 tahun penjara karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama para saksi tergolong 

dalam kejahatan luar biasa. Dalam Islam sendiri melarang berbagai macam kekerasan apalagi 

kekerasan seksual. Terlebih kekerasan seksual tersebut terjadi dalam hubungan rumah tangga 

yang semestinya penuh dengan kasih sayang.23 

                                                             
22 Yayah Ramadyan, “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah, (Jakarta, 2010). 
23 Abuadin Syah, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis 

Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh, 2018). 
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       Skripsi karya Khamalina Pratiwi Azzahninta yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan 

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa 

Tenagah”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh 

DP3ADALDUKKB dalam peanganan kekerasan seksual pada anak. Terdapat dua perlindungan 

yang diberikan yakni: Pertama, secara abstrak yang berupa pencegahan dan pemberian jaminan 

keamanan dengan menginformasikan peraturan perundang-undangan. Kedua, secara konkret 

yang dilakukan setelah timbulnya korban kekerasan seksual dengan mengupayakan hak-hak 

yang seharusnya didapat oleh korban.24 

       Jurnal karya Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan 

Keadilan Restoratif”. Jurnal ini menawarkan peradilan restorative bagi penyelesaian kasus 

kekerasan seksual. Dalam peradilan ini menggunakan pendekatan dengan memberikan 

keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk dapat berperan aktif dalam mencari solusi terbaik. 

Keadilan restorative ini bukan hanya sekedar melalui jalur kekeluargaan atau berakhir damai 

yang kerap dipahami, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial.25 

       Jurnal karya Atikah Rahmi yang berjudul “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan 

Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Jurnal ini membahas 

solusi penyelesaian dari kekerasan seksual yang memiliki dampak negative yang kompleks bagi 

korban. Atika Rahmi menelisik akar dari kekerasan seksual adalah pelanggengan budaya 

patriarki dalam masyarakat. Maka, penting kiranya konsep sistem peradilan pidana terpadu 

yang berkeadilan gender diterapkan untuk pencapaian keadilan bagi korban. Terlebih, 

hendaknya aparat penegak hukum yang menangani kasus ini adalah aparat penegak hukum 

yang memiliki perspektif anak dan perempuan.26 

F. Metode Penelitian 

       Dalam proses penyusunan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

                                                             
24 Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh 

DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa 

Tengah”, Skripsi Universitas Semarang, (Semarang, 2018) 
25 Hadibach Zahra dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka 

Mewujudkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020-Januari 2021. 
26 Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Berkeadilan Gender”, Mercatoria, Vol. 11, No. 1, Juni 2018 
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       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Semua data yang dipergunakaan berasal dari sumber-sumber literatur baik sumber 

primer maupun sekunder.27 

b. Pendekatan Penelitian 

       Penulis menggunakan jenis metode penelitian menurut Prof. Abdul Kadir 

Muhammad yang disebut dengan penelitian hukum normative. Yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya 

adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat atau menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normative 

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan 

hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, 

perbandingan hukum, dan sejarah hukum.28 Pendekatan yang digunakan pada penelitian 

hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian jenis 

normative ini juga menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data 

yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. 

2. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

       Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, 

semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan 

putusan hukum agen-agen administrasi.29 Penelitian menggunakan KUHP dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bahan hukum primer. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

       Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bertuk laporan, 

skripsi, tesis, disertasi dan jurnal. Adapun peneliti menggunakan bahan-bahan yang 

terkait tentang pokok pembahasan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Lainnya 

                                                             
27 Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2 
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), cet.1, hlm. 52 
29 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), cet.2, hlm. 142 
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Dalam bahan hukum lainnya ini dapat berupa bahan hukum yang didapat dari situs-

situs internet yang berkembang pesat sehingga juga memiliki peranan penting pada era 

ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk 

tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, 

buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.30 Tentu hal ini sangat dibutuhkan 

dalam penelitian hukum yang tak terlepas dari dokumen hukum, perundang-undangan, 

maupun sebagainya. Terlebih dalam hukum Islam yang juga membutuhkan banyaknya 

literatur. 

4. Analisis Data 

       Analisis data merupakan upaya pengumpulan banyaknya literatur terkait untuk 

menambah pemahaman penulis yang selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. 

Penulis menggunakan analisis kualitatif pada penelitian ini yang menghasilkan data-data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari mata orang yang diamati.31  

       Metode deskriptif analisis ini mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam 

tampilan data yang lebih bermakna agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.32 Penulis 

mencari dan mengumpulkan data-data terkait guna menjadi bahan analisis dan ditarik 

kesimpulan yang menjadi titik fokus yaitu perlindungan hukum tindak kekerasan seksual 

dalam hukum positif atau lebih spesifik pada KUHP dan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban serta tinjauan dari hukum pidana Islam tentunya. 

G. Sistematika Penulisan 

       Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi nantinya, penyusun 

akan mencoba menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun penulisan sistematika terdiri 

dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut: 

                                                             
30 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, tth), hlm.145 
31 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 48 
32 Nana Sudhana, Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 

1999), hlm. 77 



14 
 

  

BAB I : Pendahuluan. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi yaitu terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. Bab ini menjelaskan 

pembahasan mengenai perlindungan hukum, kekerasan seksual, serta perlindungan hukum bagi 

korban kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Islam. 

BAB III : Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP dan UU 

No.  31 Tahun 2014. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum KUHP dan UU No. 31 

Tahun 2014 serta secara eksplisit tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual 

dalam KUHP maupun UU No. 31 Tahun 2014. 

BAB IV : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual. Bab ini memaparkan 

analisa penulis tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta dalam hukum pidana Islam. 

BAB V : Penutup. Pembahasan pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang penulis telah lakukan. 
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BAB II 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

       Secara bahasa, perlindungan hukum berasal dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan dengan (1) tempat berlindung, 

(2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.33 

      Sedangkan kata hukum sendiri salah satunya diartikan dengan peraturan atau adat yang 

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.34     Menurut 

Van Kan, salah seorang ahli hukum mendefinisikan hukum adalah keseluruhan aturan hidup 

yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.35 

Kepentingan disini menurut Satjipto Raharjo diartikan dengan sebuah hak yang dimiliki 

seseorang guna dapat mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti 

ditentukan keluasan dan kedalamannya.36 

       Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan Legal Protection, sedangkan 

dalam bahasa Belanda disebut Rchtsbecrming. Harjono memberikan pengertian perlindungan 

hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang 

diberikan oleh hukum, ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan 

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.37 Terlebih 

Indonesia telah mendeklarasikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini 

tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). 

       Menurut C.T.S. Kansil perlindungan hukum 

 

                                                             
33 Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan & Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber 

aplikasi: https://github.com/yuhuku/kbbi4, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.03 WIB 
34 Ibid., 
35 Mashudi, Pengantar Ilmu Hukum: Menggagas Hukum Progresif (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 14. 
36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. VIII, 2014), 53. 
37 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan , Mahkamah Konstitusi, 2008), 357. 

https://github.com/yuhuku/kbbi4
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 adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun.38 

       Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum dengan lebih mendasar. Beliau 

mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.39 Penyinggungan hak asasi 

manusia disini merupakan konsep yang sangat mendasar. Karena, menilik kembali definisi hak 

asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia 

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum 

positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.40 Artinya, 

perlindungan hukum bukan hanya sekedar diartikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya 

sebagai lembaga tertinggi, namun hal yang memang harus dilakukan dan selalu diupayakan 

untuk menghormati hak-hak yang melekat kepada rakyatnya karena mereka adalah manusia. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

       Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

       Dalam perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

       Dalam perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, 

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran.41 

                                                             
38 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102. 
39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. V, 2000), 53. 
40 Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: 

PUSHAM UII, 2008), 11. 
41 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 20. 
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       Terdapat perlindungan hukum yang lebih spesifik ketika suatu tindak pidana telah terjadi, 

meliputi: 

1. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan 

       Dalam salah satu asas-asas di hukum acara pidana, terdapat asas praduga tak bersalah 

yang disebutkan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP atau dalam pasal 8 

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: 

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan 

di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

       Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknis penyidikan menurut M. Yahya 

Harahap, dinamakan “prinsip akusator” yaitu penempatan kedudukan tersangka/ terdakwa 

dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek –bukan sebagai objek pemeriksaan, karena 

itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang 

mempunyai harkat dan martabat harga diri- yang menjadi objek pemeriksaan adalah 

kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/ terdakwa.42 

       Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) banyak diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa bentuk perlindungan 

terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai 

berikut:43 

1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan, dan/atau 

penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada pasal 50, 51, 

dan 59 KUHAP 

2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan 

penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan 

hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. 

3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini 

dapat dilihat pada pasal 60, 61, dan 62 KUHAP. 

4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat 

ditemukan dalam pasal 52 KUHAP. 

                                                             
42 Mohammad Taufik Makaro, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 

2, 2010), 3. 
43 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18. 
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5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada 

pasal 153 dan 158 KUHAP. 

6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada pasal 

54, 55, 56, 57, dan 58 KUHAP. 

2. Perlindungan Hukum terhadap Saksi 

       Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam 

pasal 5 ayat (1) menyebutkan saksi dan korban berhak: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapat identitas baru; 

k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapat tempat kediaman baru; 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n. Mendapat nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; 

dan/atau 

p. Mendapat pendampingan. 

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban 

       Selain hak korban yang telah penulis paparkan sebelumnya yakni dalam pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Deklarasi Perserikatan Bangsa-
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Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih 

mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:44 

1) Compassion, respect and recognition; 

2) Receive information and explanation about the progress of the case; 

3) Provide information; 

4) Providing proper assistance; 

5) Protection of privacy and physical safety; 

6) Restitution and compensastion; 

7) To access to the mechanism of justice system.  

       Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam 

berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu uraian 

diatas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara 

lain:45 

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mendefinisikan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena 

pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pasal 1 ayat (12) mendefinisikan 

restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh 

pelaku atau pihak ketiga.  

b. Konseling 

       Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya 

dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan 

dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang 

menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut 

kesusilaan. 

       Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban Pasal 6 ayat (1) poin b tentang bantuan rehabilitasi psikososial dan 

                                                             
44 Ibid., 54 
45 Suzanalisa “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”. 
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psikologis. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa korban yang berhak mendapat 

bantuan tersebut adalah “korban pelanggaran hak asai manusia yang berat, korban tindak 

pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana 

penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.” 

c. Pelayanan/ Bantuan Medis 

       Diberikan pada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. 

Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan 

tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama 

dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak 

melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.46 

d. Bantuan Hukum 

       Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. 

Bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

       Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 

mengatur lembaga yang bertugas dalam hal ini. Dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa: 

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah 

lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak 

lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

       Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini diatur secara eksplisit dalam Bab 

III tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 11 sampai 27. 

 

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Kekerasan Seksual 

       Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan atau 

violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) 

dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit, 

yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat 

                                                             
46 Hal ini disinggung dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
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menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain.47 

       Lebih luas lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mengartikan kekerasan bukan 

hanya yang terjadi pada fisik. Kekerasan menurut PBB adalah setiap tindakan yang bersifat 

menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik 

penderitaan secara fisik atau secara mental.48 

       Sedangkan kata seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai berarti berkenaan dengan 

perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.49 Ketika berbicara seksual, kata yang 

selalu melekat adalah kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis perempuan dan 

laki-laki, atau yang sering disebut sebagai alat kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut 

berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu:50 

1. Dimensi biologis, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk 

bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan 

dorongan seksual. 

2. Dimensi psikologis, yakni erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai 

makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek 

psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. 

3. Dimensi sosial, yakni seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam 

hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan 

tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. 

4. Dimensi kulturan, yakni menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang 

ada di masyarakat. 

       Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang 

terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai 

objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks, 

maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan 

seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk 

                                                             
47 Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian (Malang: Intimedia, 2009), 17. 
48 Ibid. 
49 Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan RI, Apikasi KBBI V, kode sumber 

aplikasi: https://github.com/yukuku/kbbi4, diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 13.13 WIB 
50 https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/, diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 13.23 WIB  

https://github.com/yukuku/kbbi4
https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/
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prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap 

menimpa kaum perempuan.51 

       Sedangkan WHO sebagaimana tercantum dalam World Report on Violence and Health 

2002 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “any sexual act, attempt to obtain a sexual act, 

unwanted sexual comments or advances, or act to traffic, or otherwise directed, against a 

person’s sexuality using coercion, by any person regadless of their relationship to the victim, in 

any setting, including but not limited to home and work.” Definisi kekerasan seksual menurut 

WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak perkosaan, yang dianggap sebagai paksaan 

secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan 

penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang termasuk dalam 

kekerasan seksual yakni bermacam bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara 

mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.52 

       Di Indonesia sendiri belum ada definisi yang secara eksplisit menjelaskan tentang 

kekerasan seksual di ranah hukum. Namun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyinggung hal apa yang termasuk 

dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga yang berbunyi: 

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 

       Komnas Perempuan menemukan 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil 

pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), diantaranya:53 

1. Perkosaan, yaitu: serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai 

penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau 

benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, 

                                                             
51 Rina Astuti, “Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam di 

Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat”, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 7, no. II, Oktober 2011, 193-211. 
52 World Health Organization, World Report on Violence and Health (Geneva Switzerland: World Health Organization, 

2002), 17-18. 
53 Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan), (Jakarta Pusat: tp, tt), 5-12. 
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penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil 

kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.  

Pencabulan, yaitu: istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum di 

Indonesia. istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi 

penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu 

memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 

18 tahun. 

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu tindakan yang 

menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada 

perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak 

langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan 

juga bagian dari intimidasi seksual.  

3. Pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan 

sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main 

mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan 

seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat 

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan 

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.  

4. Eksploitasi seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau 

penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk 

memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik 

eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan 

sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. 

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, 

menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran, 

atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, 

untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. 

6. Prostitusi paksa, yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman 

maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa 

rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan 
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dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman 

kekerasan. 

7. Perbudakan seksual, yaitu situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh 

korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan 

seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini 

mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani 

rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan 

penyekapnya. 

8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Pemaksaan perkawinan dimasukkan 

sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. 

9. Pemaksaan kehamilan, yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan 

maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. 

10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya 

tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.  

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat 

kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan 

karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum 

untuk dapat memberikan persetujuan. 

12. Penyiksaan seksual, yaitu tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, 

yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan 

hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Ini dilakukan unyuk memeperoleh 

pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya 

atas sesuatu yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. 

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, ialah cara menghukum yang 

mengakibatkan penderitaan, kesakita, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang 

tidak bisa tidak termsuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk, dan 

hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia 

karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.  

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi 

perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau 

budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis, 
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maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol 

seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat 

perempuan adalah salah satu contohnya.  

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 

Cara fikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas 

komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan 

menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya 

mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Misalnya, pemaksaan busana, jam 

malam, laragan berada di tempat tertentu dijam tertentu, serta aturan tentang pornografi 

yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. 

       Sedangkan menurut The WHO World Report on Violence and Health terdapat 11 

bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan, yaitu:54  

1. Pemerkosaan tersistematis selama konflik bersenjata.  

2. Pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran.  

3. Pemerkosaan oleh orang asing.  

4. Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu 

timbal balik jasa.  

5. Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.  

6. Pelecehan seksual terhadap anak-anak.  

7. Perkawinan paksa kohabitasi (kumpul kebo), serta perkawinan anak-anak.  

8. Penolakan hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan cara-cara lain 

untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual.  

9. Aborsi secara paksa.  

10. Tindak kekerasan terhadap integritas seksual dari perempuan, termasuk mutilasi kelamin 

wanita (sunat) dan tes keperawanan.  

11. Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks. 

 

3. Dampak Kekerasan Seksual 

       Adapun dampak dari kekerasan seksual menurut WHO dapat dibedakan menjadi:55 

                                                             
54 World Health Organization, World, 147-181. 
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1. Dampak Fisik 

a) Masalah kehamilan dan reproduksi: kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan 

korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima 

kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. 

Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah 

kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi yang biasanya terjadi 

pada korban pemerkosaan seperti pendarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada 

alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya. 

b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual 

2. Dampak Psikologis 

a) Depresi/stress tekanan pasca trauma 

b) Kesulitan tidur 

c) Penurunan harga diri 

d) Munculnya keluhan somatic 

e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alcohol akibat depresi 

       Dampak psikologis kekerasan seksual sering diklasifikasikan kepada gejala post 

traumatic stress disorder (PTSD). Post traumatic stress disorder adalah suatu reaksi 

psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatik yang 

mengancam hidup atau menghadapi situasi stess yang sangat ekstrim yang pada umumnya 

ditandai dengan adanya depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and 

advoidance of reminders of the event.56 

       PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomic, ketidakrentanan emosional, 

dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang 

melampaui batas ketahanan orang biasa.57 

3. Dampak Sosial 

                                                                                                                                                                                                           
55 http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf. Diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 15.31 
56 M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi”, Malang: Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, Psikoislamika, vol. 8, no. 2, 2011, 198. 
57 H.I. Kaplan , B.J. Sadock, J.A. Grebb, Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1997) 

http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf
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a) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas 

b) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian 

       Rusel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung 

menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual 

dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis 

karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Ini sesuai dengan yang dialami korban 

tindak kekerasan seksual dia lebih memilih pasangan sesama jenis karena dia merasa nyaman.58 

C. Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

1. Perlindungan Hukum 

       Istilah perlindungan hukum Islam ataupun hukum Islam sendiri tidak ditemukan dalam 

literatur bahasa Arab dalam satu rangkaian kata. Walaupun seperti halnya istilah hukum Islam 

merupakan rangkaian kata yang terpakai dan hidup dalam bahasa Indonesia, bukan berarti 

menjadi kata yang terpakai pula dalam bahasa Arab. Bahkan, istilah hukum Islam tidak 

ditemukan dalam al-Qur’an.59 Istilah hukum Islam merupakan istilah yang lahir dari istilah 

bahasa Inggris sebagai terjemahan dari istilah Islamic law.60 Bukan berarti dalam Islam tidak 

terdapat perlindungan hukum maupun hukum Islam itu sendiri, namun terkadang terdapat 

pemaknaan yang sama dengan istilah berbeda. 

       Allah senantiasa menurunkan syariat yang mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya. 

Hal tersebut menjadi dasar dan legitimasi perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti 

dalam ungkapan Imam Syatibi yang berbunyi:61 

َالع بأااَ  أَعأَالش ار ع َا نَّ أاَمأصأال حأ َمأَن َوأ َلأجأل  َوأ َالعأاجأل  ع اد َفِ   

“Sesungguhnya syari’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk 

kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan 

antara keduanya.”  

                                                             
58 Esmu Diah Purbararas, “Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja”,  Jurnal Ijtimaiya, vol. 2, no. 1, tt, 82. 
59 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 8. 
60 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di 

Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), cet.2, 21. 
61 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999), cet.1, 42 
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       Tujuan disyariatkannya suatu ketentuan-ketentuan dari Allah berupa hukum tersebut biasa 

dikenal dengan teori maqashid asy-syari’ah. Allal al-Fasyi mendefinisikan maqashid asy-

syariah yakni:62 

أَعأهأَ َوأ َال تِ  رأار  أس  ن  هأاَوأالأ  اال غأايأة َم  َأأح كأام هأ َم ن  م  َح ك  كَ ل   اَالش ار ع َع ن دأ  

“Maqashid asy-Syariah adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syari’ di 

balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya.” 

       Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islam sendiri adalah untuk merealisasikan dan 

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat, atau 

keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek 

kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama diklasifikasikan menjadi tiga 

aspek, yakni dlaruriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap).63 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut terumuskan dalam konsep ad-dharuriyat al-khams (lima 

kebutuhan primer) ada pula yang menyebutnya dengan ad-dharuriyat as-sittah (enam 

kebutuhan primer) yang terdiri dari melindungi agama (hifdz ad-din), melindungi jiwa (hifzh 

an-nafs), melindungi keturunan (hifzd an-nasl), melindungi akal (hifzh al-‘aql), melindungi 

kehormatan (hifzh al-‘ird) dan melindungi harta (hifzh al-mal). Jika keenam kebutuhan dasar 

(dlarury) ini terpenuhi, terlebih apabila keenam kebutuhan tersebut dalam level sekunder (hajy), 

dan tersier (tahsiniy) juga terpenuhi dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud yang 

merupakan tujuan universal syariat. Kesimpulan ini adalah hasil penelusuran ahli Ushul Fikih 

terhadap hukum-hukum syariat yang banyak ditemukan dalam teks (nash) syariat tentang 

hukum dan pemberlakuannya serta nash-nash yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

pensyariatan hukum Islam.64 

       Dalam perkembangan selanjutnya, asy-Syatibi mengembangkan konsep al-hifzh tidak 

hanya dipahami sebagai sebuah perlindungan, melainkan terdapat dua sisi. Pertama, al-hifzhu 

min janibi al-wujud, yaitu perlindungan dari sisi perwujudannya yang dapat melanggengkan 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan (ad-dharuriyat) tersebut. Kedua, al-hifzhu min janibi al-

‘adam, yaitu perlindungan dari sisi pencegahannya dari hal-hal yang dapat menghilangkan 

                                                             
62 Ahmad ar-Raisuni, Nadhariyat al-Maqashid inda al-Imam asy-Syatibi (ttp: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami,1990), 

18 
63 Prof Ibrahim Hosen, “Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)”, 

dalam Jamal D. Rahman (et.), Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun Prof Ali Yafie (Bandung: Mizan, 1994), 33 
64 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 197 
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(terpenuhinya kebutuhan tersebut).65 Misalnya dalam menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dari 

sisi perwujudannya (hifzhu an-nasl min janibi al-wujud), Islam mensyariatkan hukum keluarga  

mulai dari pra, saat, dan pasca pernikahan, sedangkan menjaga keturunan dari sisi peniadaannya 

(hifzhu an-nasl min janibi al-‘adam), Islam mensyariatkan aturan yang melarang zina, liwath, 

dan sejenisnya.66 

        Selain asy-Syatibi, Jasser Audah juga mengembangkan konsep al-hifzh menjadi al-haqqu 

(hak) sehingga terjadi pergeseran paradigma dari menjaga sesuatu menjadi hak atas sesuatu. 

Jaseer menguraikan perkembangan al-hifzh sebagai berikut: 

1. Hifdzhu ad-din (menjaga agama) berkembang menjadi haqq at-tadayyun wa al ‘aqidah (hak 

beragama dan berkeyakinan). Hifzhu ad-din mesti dipahami sebagai upaya menjaga, 

melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. 

2. Hifzhu an-nafs (menjaga jiwa) menjadi haqqu al-nafs wa al-hayat (hak atas jiwa dan atas 

hidup). 

3. Hifzhu an-nasl (menjaga keturunan) menjadi haqqu at-tanasul (hak berketurunan dan ber-

reproduksi) 

4. Hifzhu al-‘aql (menjaga akal) menjadi haqqu at-ta’aqqul wa at-tafakkur (hak untuk berakal 

dan berfikir). Hifzhu al-‘aql harus dipahami sebaga suatu upaya mengembangkan pola fikir 

dan riset ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola 

pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, dan menghindari upaya-

upaya untuk meremehkan kerja otak, dan lain-lain. 

5. Hifzhu al-mal (menjaga harta) menjadi haqqu at-tamalluk wa al-milki (hak kepemilikan dan 

properti). 

6. Hifzhu al-‘ird (menjaga kehormatan) menjadi haqqu al ikram wa at-takrim (hak atas 

penghormatan dan kemuliaan).67 

       Perkembangan zaman tentu merupakan keniscayaan. Maka, pemikiran-pemikiran baru 

sesuai konteks zaman menjadi hal yang penting untuk selalu diupayakan terlebih dalam bidang 

hukum Islam yang bersifat relative dan dinamis. Dalam Islam sendiri terdapat hal yang 

istimewa yaitu puncak dari segala pemikiran yang tepat bersumber dari Allah SWT, bukan 

hanya sebatas akal manusia. 

                                                             
65 Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah, (ttp: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), 7-8 
66 Dr. Nur Rofiah dan Imam Nahe’i, Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan 

Praktiknya (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 60 
67 Jasser Auda, Maqasid al-Syariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Approach (Washington: IIIT, 2008), 3 
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       Wujud dari maqashid asy-syari’ah sendiri yaitu berupa hukum. Hukum sendiri berasal dari 

bahasa Arab, yaitu hukm yang berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, 

pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. 

Hubungan antara hukum dalam bahasa Indonesia dan hukm dalam bahasa Arab sangat erat, 

sebab setiap peraturan mengandung norma atau kaidah sebagai inti.68 Menurut istilah, hukum 

ialah:69 

ََالَ َابَ طأَخَ 
 
ََالَ عأَف َ َب أََقَ ل َ عأَت أَال

 
ََ الوأََوَ اأََي َ يَ اَ التَ َوَ اأََاءَ ضأَت قََ لَ بَ َيأَفَ ل َ كأَال عَ ا  

“Titah Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf, baik titah itu berupa tuntutan 

untuk mengerjakan atau meninggalkan (tuntutan berupa perintah atau larangan) ataupun titah 

yang berupa kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, ataupun titah Allah 

yang menjadikan tanda-tanda adanya hukum taklifi, baik tanda itu berupa sebab, syarat, atau 

penghalang timbulnya sesuatu hukum.” 

       Sedangkan kata Islam menurut Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah 

yang yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan 

syariatnya serta mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk 

memeluknya.70 

       Penggabungan dari dua kata tersebut dapat difahami bahwa hukum Islam merupakan 

seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Atau lebih 

singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran 

Islam.71 

Dalam literatur Islam, dapat ditemukan dua istilah untuk menyebutkan hukum Islam yakni: 

1) Syari’ah. 

      Secara etimologis, kata syariat berasal dari bahasa Arab yaitu al-syari’ah yang 

berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber 

pokok bagi kehidupan.72 Hal ini dikarenakan siapa saja yang mengikuti syari’at akan 

mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan 

                                                             
68 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1982), 68. 
69 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan (tp: Sa’adiyah Putra, tt), 7. 
70 Mahmud Syaltut, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), cet.III, 9. 
71 Marzuki, Pengantar, 12. 
72 Muhammad Ibn Ya’qub Al-Fairuzabadiy, Al-Qamus al-Muhith (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 659. 
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tumbuh-tumbuhan dan binatang pun sama seperti halnya syariat sebagai penyebab 

kehidupan jiwa manusia.73 

      Sedangkan secara terminologis, sebagian ulama mendefinisikan syari’ah sebagai 

berikut:74 

َبِ أانأَ َجأاءأت  َال تِ  أح كأام  َالأ  َل ع بأاد   َم نأ َ أعأالَأ عألأي هَ األش ر ي  عأة َمأاَشأرأعأه َالَ  أن ب يأاء َصأل ىَالَ  َالأ  م َوأعألأىَبِ  َم نأ
َ سأم ىَف أر ع يَ نأب ي  نأاَوأسأل مأَسأوأاءركَأَ َوأ ي ف ي ة َعأمأل  َم ت أعأل  قأة َب كأ َبَ انأت  ي ف ي ة َة َوأعأمأل ي ة َوأد و  نأَهَأأاَع ل م َال ف ق ه َأأو  كأ

َوأي سأمَ  م  َ سأم ىَأأص ل ي ة َوأاع ت قأاد ي ة َوأد و  نأَهَأأاَع ل م َال كألاأ ع ت قأاد َوأ ل مَ ال   ل ة َوأالد  ي نَ ىَالش ر ع َأأي ض اَب   
“Syariat ialah segala hukum yang disyariatkan oleh Allah swt untuk hamba-

hambaNya yang dibawa oleh salah seorang nabi, baik hukum-hukum tersebut 

berkaitan dengan tatacara perbuatan yang disebut sebagai “hukum-hukum 

cabang dan perbuatan” yang kemudian dihimpun ilmu fiqh; atau berkaitan 

dengan tatacara kepercayaan yang disebut sebagai “hukum pokok dan 

kepercayaan” yang kemudian dihimpun ilmu kalam. Syara’ juga disebut din 

dan millah.”  

2) Fiqh. 

      Fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari kata faqiha-yafqahu 

yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui 

proses pemikiran yang sungguh-sungguh.75  

       Terjadi pergeseran makna fiqh yang dimulai pada masa Rasulullah yang mengartikan fiqh 

sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan. 

Sedangkan pada masa sebelum Islam, fiqh diartikan sebagai pemahaman dan ilmu secara 

umum, bukan pemahaman ilmu agama.76Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup 

terminologi fiqh secara gradual menyempit yang hanya diaplikasikan secara khusus dalam 

masalah hukum. Hal ini terlihat dari beberapa definisi fiqh secara terminologis, salah satunya 

definisi yang dikemukaan oleh al-Jurjani, yaitu:77 

َأأد ل تَ  َم ن  تأسأب  َالش ر ع ي ة َال عأمأل ي ة َال م ك  أح كأام  لأ  َال ع ل م َب  بأَاأل ف ق ه َه وأ ت أن   َع ل مرَم س  ي ل ي ة َوأه وأ َهأاَالت  ف ص  لر أ ي  طرَب 
َيَ  َأأن  يأ و ز  اَلأَ َوأهَ أذأ َالن ظ ر َوالت أأم ل  ت هأاد َوأيَأ تأاج َف ي ه َإ لَأ أن ه َلأأَ فأىَعألأيَ سأَوأال ج  فأق ي  ه اَلأ  رٌَم ىَالِل َ  ي  ه َشأ  

                                                             
73 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos, 1997), 1. 
74 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), 9. 
75 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad (Islamabad: The International Institute 

of Islamic Thought, 1994), 20.  
76 Mun’im A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 11. 
77 Abu al-Hasan al-Jurjani, Al-Ta’rifat, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), 121. 
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“Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-

dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan 

memerlukan pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “faqih” 

karena bagiNya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.” 

       Hubungan antara syariat dan fikih terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. 

Syariat merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman 

terhadap syariat. Pemakaian kedua istilah ini seringkali mengalami kerancuan, yaitu ketika 

seseorang menggunakan istilah syariat namun terkadang maksudnya adalah fikih dan 

sebaliknya. Namun, kemungkinan yang kedua ini sangat jarang.78 Ketika umat Islam 

memahami fikih sebagai syariat, akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia terlebih 

antar umat Islam. Sebab iklim yang dimunculkan adalah klaim-klaim kebenaran masing-masing 

kelompok yang dikedepankan sehingga sendi harmonisme antar umat akan rutuh. Maka, 

penegasan kembali tentang hakikat fikih bahwa ia merupakan upaya ijtihad manusia atas teks-

teks primer keagamaan yang tidak terlepas dari subjektifitas merupakan hal yang sangat 

penting.79 

       Umar Sulaiman mengatakan bahwa paling tidak terdapat lima perbedaan antara syariat dan 

fikih, yaitu:80 

1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah 

tergantung tempat, adat, dan situasi. 

2. Kesamaan antara syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihat fikih yang benar. Sedangkan 

ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. 

3. Syariat bersifat ilmiah dan universal. Universalitas al-Qur’an terletak pada tujuan dan 

nushus-nya yang ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. 

4. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan, 

tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan 

suatu perintah, maka ia harus melaksanakannya, sementara fikih tidak mengikat. 

5. Syariat kebenarannya bersifat mutlak. Sedangkan fikih (yang merupakan pemahaman 

mahusia berkemungkinan salah. 

                                                             
78 Marzuki, Pengantar, 22. 
79 Sumanto Al-Qurtuby, KH MA Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama 

(eLSA) Press, 2017), cet.I, 50. 
80 Mun’im A Sirri, Sejarah, 18. 
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       Para ulama membagi hukum Islam ke dalam delapan kategori, yaitu: 1) Hukum Islam yang 

berkaitan dengan ibadah terhadap Allah seperti shalat, puasa, haji. 2) Hukum Islam yang 

berkaitan dengan masalah keluarga seperti nikah, talak, masalah keturunan, nafkah, disebut 

dengan al-ahwal al-syakhshiyyah. 3) Hukum Islam yang berhubungan dengan hubungan antar 

manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah 

harta dan hak-hak, disebut mu’amalah. 4) Hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana, 

disebut al-jinayah atau uqubah. 5) Hukum Islam yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 

antara sesama manusia, disebut al-ahkam al-qadla. 6) Hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar penguasa dan warganya disebut dengan al-siyasah al-syar’iyyah atau al-ahkam al-

sulthaniyyah. 7) Hukum Islam yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang 

dan damai disebut al-huquq al-dauliyyah. 8) Hukum Islam yang berkaitan dengan akhlak baik 

dan buruk, disebut al-adab.81 Untuk selanjutnya pembahasan pada penelitian ini berfokus pada 

al-jinayah (tindak pidana). 

       Ketika di dalam hukum Indonesia terdapat dua bentuk perlindungan hukum berupa 

preventif dan represif, dalam hukum Islam pun terdapat sarana preventif yang bisa menjadikan 

manusia berdiri pada batas-batasnya dan tidak melampaui hak-haknya sehingga dapat 

merugikan hak-hak orang lain. Sarana preventif itu adalah hukuman.82 Menurut Abdul Qadir 

Audah hukuman (al-uqubah) merupakan pembalasan (al-jaza’) atas pelanggaran perintah syara’ 

yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara maksud ditetapkannya hukuman atas 

pelanggaran perintah syara’ adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari 

kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka dari perbuatan 

maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.83 

       Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu: 

Pertama, menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari 

kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-

hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan. Kedua, melindungi kehidupan masyarakat, artinya 

hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga 

masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah 

membangun peradabannya. Ketiga, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman 

                                                             
81 Sumanto al-Qurtuby, KH MA Sahal, 37-38. 
82 Sa’id Hawwa, Al Islam, Jilid 2, (Jakarta: Al I’tishom), 337. 
83 Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam (Palembang: CV. 

Amanah, 2020), 92. 
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yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari 

kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk 

kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan 

itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.84 

       Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan:85  

1. Penggolongan pertama didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman 

lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu: 

1) Hukuman Pokok (‘uqubah asliah) 

       Yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan tertentu. Contohnya 

qishash (untuk pembunuhan), rajam (untuk zina), dan potong tangan (untuk 

kejahatan pencurian).86 

2) Hukuman Pengganti (‘uqubah badaliya) 

       Merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena 

alasan yang sah. Seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash, atau 

hukuman ta’zir sebagai pengganti had atau qishash yang tidak dapat dilaksanakan.87 

3) Hukuman Tambahan (‘uqubah taba’iah) 

       Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan 

tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap 

keluarganya sebagai tambahan hukuman qishash, atau hukuman pencabutan hak 

sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana qadzaf.88 

4) Hukuman Pelengkap (‘uqubah takmiliyah)  

       Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan 

tersendiri dari hakim. 89 

2. Penggolongan kedua ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya 

hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu: 

1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas  

                                                             
84 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Persppektif Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu, 2015), 191. 
85 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 261-262. 
86 Sa’id Hawwa, Al-Islam, 427. 
87 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Bandung: As Syamil Pres & Grafika, 2001), 184. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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       Yaitu hukuman yang tidak ada batas tertinggi atau batas terendah sebagaimana 

yang telah ditetapkan secara pasti oleh nas. Misalnya, hukuman jilid/cambuk (dera) 

bagi pezina 100 kali atau hukuman dera/cambuk bagi penuduh zina 80 kali.  

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah  

       Yakni hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih. Disini hakim diberi 

kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, 

misalnya hukuman penjara atau jilid pada tindak pidana takzir.90 

3. Penggolongan ketiga ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu: 

1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya 

2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya. 

4. Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu: 

1) Hukuman badan 

       Yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, 

dan sebagainya. 

2) Hukuman jiwa 

       Yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang seperti ancaman, 

peringatan, dan teguran. 

3) Hukuman harta  

       Yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda, dan 

perampasan harta.91 

5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, 

yaitu: 

1) Hukuman hudud 

       Merupakan hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Yang 

dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar 

hukuman tersebut.92 Terdapat tujuh macam kejahatan hudud yaitu zina, qadzaf, 

meminum-minuman keras (khamr), mencuri, merampok (hirabah), murtad, dan 

memberontak (al-baghyu). 

2)  Hukuman qisas-diyat 

                                                             
90 Ibid. 
91 Ahmad Hanafi, Asas, 262 
92 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 113. 
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       Menurut Abu Zahrah, qisas adalah memberikan hukuman kepada pelaku 

perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.93 Hukuman qisas ini 

merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja 

selama tidak terhalang hal yang menggugurkan hukuman qisas. 

       Diyat berupa harta dalam jumlah tertentu. Meskipun ia merupakan bentuk 

hukuman, akan tetapi menjadi hak milik pihak korban dan tidak masuk ke kas 

negara. Dari sisi pelaku, diyat ibarat ganti rugi.94 Diyat ini dapat berupa hukuman 

pokok seperti pada pembunuhan menyerupai sengaja maupun pembunuhan tidak 

sengaja. Namun, diyat juga dapat berupa hukuman pengganti seperti pada 

pembunuhan sengaja. 

3) Hukuman kifarat  

       Kafarat adalah hukuman pokok yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya. 

Barangsiapa yang tidak mampu mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu 

membayar harganya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.95 Kafarat 

merupakan hukuman pokok pada pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan 

tidak sengaja. 

4) Hukuman ta’zir 

       Menurut Abu Zahrah bahwa jarimah ta’zir adalah tindak pidana (jarimah) yang 

bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam 

teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan 

lembaga peradilan).96 

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual 

       Manusia, dalam pandangan Islam merupakan makhluk Tuhan paling terhormat di muka 

bumi. Kemuliaan tersebut adalah hak alami setiap manusia. Maka, pelecehan, penodaan, 

perlakuan kasar, terlebih penghancuran adalah hal yang dilarang. Hal ini berlaku bagi siapa 

saja, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan.97 Al-Qur’an menyatakan kemuliaan manusia 

dalam QS. Al-Isra’ [17]: 70 : 

                                                             
93 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118. 
94 Fitri Wahyuni, Hukum, 119. 
95 Ibid. 
96 Rokhmadi, Hukum, 191. 
97 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2020), cet.III, 299. 
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نأاَبأن  ََٓدََ قأَلأوَأَ ر َوأرأزأق  ن َٰدأمأَوأحْأأل ن َٰاََٰكأر م  َال بأ  َوأال بأح  َالط ي  بَٰه م َفِ  َخألأق نأاََ أفَ ه م َعألََٰوأفأض ل ن َٰتَ ه م َم  نأ ث ي  َمّ   ن  ي لا َىكَأ َض   

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat 

dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di 

atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ 

[17]: 70).98 

Dalam hadist Nabi juga menyatakan: 

َ ه َوأدأم ه َرأخرجهَأبوَداود( َحأرأامرَمأال ه َوأع ر  ل م  َعألأىَال م س  ل م   ك ل َال م س 

“Setiap muslim diharamkan atas muslim lain: hartanya, kehormatannya, dan darahnya.” 

(HR. Abu Dawud).99 

       Pemikiran bahwa laki-laki memiliki kuasa dan berkuasa atas diri perempuan yang menjadi 

salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual merupakan hal yang klise untuk didengar tapi 

tidak untuk dimaklumi. Hal ini dihadapkan kembali pada realitas dimana Islam datang di 

masyarakat yang memperlakukan perempuan seperti benda mati dan harta sebagaimana yang 

terekam dalam al-Qur’an. Misalnya, perempuan ketika lahir sebagai bayi, lazim dikubur hidup-

hidup hanya karena dia perempuan. Mereka juga dijadikan hadiah, jaminan utang, dan 

diwariskan. Perempuan kala itu berada di bawah kepemimpinan dan kekuasaan mutlak laki-laki 

seumur hidupnya. Ini adalah contoh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan juga terjadi 

di berbagai belahan bumi lain.100 

       Atas realitas diatas, Islam merombak total pandangan dan perlakuan buruk terhadap 

perempuan. Islam menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan dan memiliki 

kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa [4] ayat 1:101 

ن  هأاَزأو جأَ َم  ة َو خألأقأ دأ َو اح  َن  ف س  َخألأقأك م َم  ن  َاَ  ق و اَرأب ك م َال ذ ي  ث ي  اَو ن سأاءٓ َ َيٰٰأٓي  هأاَالن اس  كَأ ن  ه مأاَر جأال  َم  هأاَوأبأث   

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri 

yang satu dan menciptakan pasangannya darinya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…” (QS. al-Nisa’ [4]: 1) 

                                                             
98 Tim Penerjemah, Al-Qur’an,  289. 
99 Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani Abu Dawud, As-Sunan, Kitab: Al-Adab, No. Hadits: 4882, Juz IV, 270. 
100 Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman  (Bandung: 

Afkaruna.id, 2020), cet.2, 35-36. 
101 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 77 
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       Semangat ayat diatas menurut KH Husein Muhammad ialah kebersamaan dan 

keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain, sehingga 

untuk kata nafs wahidah (diri yang satu) dan zawjaha (pasangannya) dibiarkan tidak jelas. 

Sementara, ungkapan selanjutnya sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari 

dua pasangan tersebut.102 

       Dalam surah al-Hujurat [49] ayat 13 juga menyatakan persamaan derajat antara laki-laki 

dan perempuan. Dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur’an:103 

َو ق أَ َذأكأر َو ا ن  ثٰىَوأجأعأل نٰك م َش ع و ب  َخألأق نٰك م َم  ن  َا نَّ  ا نَ بأائٓ لأَل ت أَيٰٰأٓي  هأاَالن اس   ََ الِل  َاأَ  قٰك م  رأمأك م َع ن دأ عأل ي مرَعأارأف  و اَ َا ن َاأك  َالِل أَ

ب ي ر۞  خأ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13) 

       Ayat diatas dalam pandangan Dr. Nur Rofi’ah, Bil. Uzm. menegaskan beberapa hal terkait 

keraguan akan jati diri seorang perempuan sebagai manusia, serta menegaskan juga bahwa 

faktor yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT bukanlah status sosial 

maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Sebagai sesama manusia, tentu sama-sama 

mengemban status sebagai hamba Allah SWT dan mengemban mandat sebagai khalifah fil 

ardh, laki-laki maupun perempuan.104  

       Atau sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam 

Sunannya (no. hadis: 236), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. hadis: 113), dan Imam 

Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 26836 dan 27762):105 

شأَ َعليهَوسلمَررإ نَّ أاَالن  سأاءَ  َالِل  َصلىَالِل  َرأس ول  َعنهاَقأالأ يَالِل  َعأائ شأةأَرَ ((.َروا َأبوداودعأن  َالر  جأال  قأائ ق  . 

“Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan itu saudara kandung laki-

laki” (Sunan Abu Dawud).  

       Menurut ‘Abd al-Halim Abu Shuqqa, seorang penulis kompilasi teks-teks Hadis mengenai 

hak-hak perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (musawah) 

                                                             
102 Husein Muhammad, Fiqh, 78. 
103 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 517 
104 Nur Rofi’ah, Nalar, 32 
105 Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi, (Yogyakarta: Umah Sinau 

Mubadalah bekerjasama AMAN Indonesia, 2017), 24. 
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antara laki-laki dan perempuan. Sehingga hak-hak keduanya, sebagai manusia adalah sama. 

Hak untuk hidup bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang 

lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan.Pencideraan terhadap hak-hak perempuan adalah 

penistaan terhadap prinsip kesederajatan yang ditegaskan teks hadis ini.106 

       Jika mengacu pada temuan KOMNAS Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 tahun, 

kekerasan seksual dibagi menjadi 15, diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi 

seksual, dan lain-lain. Agar pembahasan lebih mendalam, poin ini menguraikan perlindungan 

hukum pada salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dalam pandangan hukum 

Islam. 

       Pemerkosaan dalam Bahasa Arab disebut dengan ightisab yang berasal dari kata ghasb 

yang memiliki arti merampas atau mengambil sesuatu tanda kerelaan. Namun kata tersebut 

bukan makna khusus bagi pemerkosaan melainkan para ulama menggunakan istilah al-zina bi 

al-ikrah atau zina dengan cara paksaan.107 Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan 

yang diharamkan disebut zina.108 

       Para ulama’ madzhab bersepakat bahwa yang disebut dengan zina ialah yang memenuhi 2 

unsur jarimah yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan 

hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah 

(muhsan) maupun belum menikah (ghairu muhsan).109 Lantas, ketika dihadapkan dengan kasus 

pemerkosaan yang terjadi dengan paksaaan dan bahkan merenggut ataupun mengambil 

kehormatan orang lain, tidak dapat hanya serta merta berfokus pada perzinahan yang terjadi. 

Sudut pandang ini yang akan berpengaruh pada hukuman maupun perlindungan hukum yang 

lain terhadap korban. 

       Menurut Imam Malik, tindak pidana pemerkosaan secara terminologi yaitu seorang wanita 

yang ditemukan hamil dan dipaksa berhubungan badan.110 Perempuan yang terpaksa berzina 

yaitu perempuan yang diperkosa dan sebagainya tidaklah menanggung dosanya. Hal ini karena 

dosanya hanya atas orang yang memaksa saja. Jadi, orang yang memaksanya sajalah yang wajib 

                                                             
106 Ibid, 25 
107 Al-Namir Izat, Muhammad, Jara’im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri (Dar al Arabia lil Mausu’at, 1984), 249. 
108 Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.thn), 151. 
109 ‘Abd al-Qadir ‘Audah, At-Tasyi’ al-Jinai, jilid II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2011), 288. 
110 Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 375. 
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menjalankan had, dengan syarat perempuan itu tidak merasakan kenikmatannya.111 Hal ini 

diperkuat dalam QS. An-Nuur (24) ayat 33:112 

َهَ لَ ضَ فأََنَ مَ َالَ َمَ هَ ي أَن غََ َي َ تِ َاَحأَاحَ كأَن ََنأَوَ دَ يأَ لأََنأَيَ ذَ الَ َفَ فَ عَ ت أَسَ يألَ وَأَ
َمَ كَ انَ يَ أَأأََتَ كأَلأَاَمأَمّ َ َابأَتأَكَ الَ َنأَوَ غَ ت أَب َ ي أََنأَيَ ذَ الَ وأَََّ 

َمَ كَ َٰاَََٰي َٓذَ ا لأََالَ َالَ مَ َنَ م َ َمَ هَ وَ آَ َ اَوأَي َ خأََمَ هَ ي فََ َمَ تَ مَ لَ عأََنَ إ ََمَ هَ وَ ب َ اََ كأَفأَ
اَنَ صَ تأأََنأَد رَأاَأََنَ ا ََاءَ غأَٓبَ ىَالَ لأَعأََمَ كَ ت يََٰت أَاَف أَوَ هَ رَ كَ ََ لأَوأَََّ 

َايأَن َ الدَ َةَ ىوَيَٰالْ أََضأَرأَعأََاوَ غَ ت أَب َ ت أَل َ 
مرَيَ حَ ر ََرَ وَ فَ غأََنَ هَ اهَ رأَكَ إ ََدَ عَ ب أََنَ مَ َالأََنَ إ فَأََنَ هَ هَ رَ كَ ي ََنَ مأَوأَََّ   

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, 

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu 

miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari 

harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 

karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) 

sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33] 

       Lebih lanjut, dalam pemerkosaan dengan kekerasan, ahli fiqh bersepakat bahwa pelaku 

pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda. Pertama, hukuman atas perzinahan, 

yaitu 100 kali cambukan atau dirajam di hadapan khalayak. Kedua, hukuman penganiayaan 

(jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korban), yaitu qisas, dibalas dengan hukuman 

yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ialah ta’zir 

yang ditentukan keputusan hukumnya oleh hakim.113 

       Pemerkosaan juga dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana hirabah sebagaimana yang 

diatur dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33:114 

أَفِ ََنأَوَ عأَسَ يأوَأََهَ لأوََ سَ رأوَأََالأََنأَوَ ب َ ار َ يَ أََنأَيَ ذَ اَالَ آؤَ زأَاَجأَنَّ أَإَ  َنَ م َ َمَ هَ لَ جَ ر أَأوَأََمَ هَ يَ دَ ي أَأََعأَطَ قأََ  وََ اَأأَو َٓب َ لَ صأَي ََوَ اَاأَو َٓلَ ت َ قأَي َ َنَ اَأأَادَ سأَفأََضَ رَ َالأ 

أََنأَاَمَ وَ فأَن َ ي  وََ أأََفَ لأَخَ  َضَ رَ الأ 
ََيرَزَ خَ َمَ هَأَ َكأَل ذََََّٰ  ََمَ هَأَ اَوأَيأَن َ ذَ َالدَ فِ  مرَيَ ظَ عأََابرَذأَعأََة رَأَخَ َالأ َٰفِ   

                                                             
111 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2000), 555. 
112 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 354. 
113 Husein Muhammad, Fiqh, 304. 
114 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 113. 
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“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 

dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 

tangan dan kaki mereka dengan bertimbalbalik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya).yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di 

akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.” [QS. Al-Maidah (5): 33] 

       Para ulama memberikan berbagai berbagai macam rumusan tentang hirabah (penyamun/ 

perampok) atau qutha’tariq. Menurut Imam Malik, hiraabah adalah penghambat jalan. Menurut 

Imam Syafi’i, hiraabah adalah menyatakan diri untuk mengambil barang orang atau untuk 

membunuh.115 

       Selanjutnya, menarik untuk dikemukakan pandangan dari Ibnu Hazm, seorang ahli fiqh 

terkemuka aliran Zhahiri. Ibnu Hazm mengatakan bahwa:116 

“Al-Muharib (pelaku kejahatan hirabah) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau 

memiliki kekuatan) yang menakut-nakuti orang, yang melakukan kerusakan dimuka bumi, 

baik dengan senjata atau tidak sama sekali, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, 

di istana atau di masjid, dipimpin oleh seorang pemimpin diantara mereka atau tidak ada 

selain khalifah (pemimpin pemerintahan), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol 

di lapangan luas yang sepia tau di tengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang 

diri atau masal. Setiap orang yang menyerang orang lewat (yang sedang berjalan) dan 

mengancam dengan membunuh atau merampok atau melukai atau melakukan pelecehan 

seksual adalah muharib. Mereka, sedikit atau banyak, harus dihukum sebagai muharib, 

sebagaimana dikemukakan secara jelas dalam ayat al-Qur’an (al Maidah ayat 33).” 

       Sebagian ahli fiqh Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki sependapat dengan hal tersebut 

bahwa pelecehan seksual secara terang-teragan adalah hirabah. Hirabah menurut dua madzhab 

ini lebih kompleks, meliputi jenis kejahatan publik.117  

       Terdapat empat bentuk jarimah hirabah yang memiliki hukuman berbeda-beda menurut 

Abd al-Qadir ‘Audah yakni:118 

a. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh. Menurut 

Abu Hanifah dan Ahmad hukumnya adalah pengasingan. Tetapi menurut Asy-Syafi’i 

dan Syi’ah Zaidiyyah hukumannya adalah ta’zir. Arti pengasingan adalah dipenjara, 

                                                             
115 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih, 534. 
116 Husein Muhammad, Fiqh, 306. 
117 Ibid. 
118 Rokhmadi, Hukum, 79-80. 
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baik ditempat terjadinya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasingan tidak 

terbatas sampai ia betul-betul bertaubat dan tingkah lakunya baik. Sedangkan menurut 

Hanabilah, lamanya pengasingan adalah satu tahun, diqiyaskan dengan pengasingan 

tindak pidana perzinaan. 

b. Mengambil harta tanpa membunuh. Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Asy-

Syafi’i dan Syi’ah Zaidiyah hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara 

silang. Sedangkan menurut Imam Malik hukumannya diserahkan kepada hakim untuk 

memilih, asal tidak hukuman pengasingan. 

c. Membunuh tanpa mengambil harta. Menurut pendapat abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan 

Ahmad hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman had tanpa disalib. Sedangkan 

Syi’ah Zaidiyah hukumannya adalah dibunuh dan disalib. 

d. Mengambil harta dan membunuh orangnya. Menurut pendapat Hanafiyyah, Asy-Syafi’i, 

Ahmad, dan Syi’ah Zaidiyah hukumannya adalah dibunuh dan disalib tanpa dipotong 

tangan dan kakinya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, hakim boleh memilih dari 3 

alternatif: a) potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib; b) dibunuh tanpa disalib 

dan dipotong tangan dan kaki; c) disalib baru dibunuh. 

       Dalam hukum Islam terdapat pelegitimasian perlidungan hukum bagi korban kekerasan 

seksual melalui al-Qur’an, hadist, maupun beberapa pendapat ulama yaitu: 

1. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain [QS. At-

Taubah (9): 71] 

َةأَلاأَالصَ َنأَوَ مَ ي قََ ي وَأََرَ كأَن مََ الَ َنَ عأََنأَوَ هأَن َ ي أوَأََفَ و رََ عَ مأَل بََ َنأَو رََ مَ يأَ ََّ َضَ عَ ب أََءَ آيَألَ وََ أأََمَ هَ ضَ عَ ب أََاتَ نأمََ ؤَ مَ الَ وأََنأَوَ ن َ مَ ؤَ مَ الَ وأَ

َهَ لأوََ سَ رأوَأََالأََنأَوَ عَ ي َ طَ ي وَأََةأَكاأَالز ََنأَوَ َ  ؤََ ي  وَأَ
َالَ َمَ هَ حْأَ يأَ سأََكأَئَ ولَٰٓأ َََّ 

مرَيَ كَ حأََزرَي  زَ عَأََالأََنَ إ َََّ   

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[QS. At-Taubah (9):71]119 

2. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara 

bermartabat [QS. An-Nisa’ (4): 19]. 

                                                             
119 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 198. 
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َاهَ رَ كأَََاءأَسأَٓاَالن َ وَ ث  رَ أََََنَ أأََمَ كَ لأََلَ يَ َ اَلأَوَ ن َ آمأََنأَيَ ذَ اَالَ هأَي َ أأيََٰٰٓ
إ ََنَ هَ وَ مَ تَ ي َ اَآَ أَمأََضَ عَ ب أَاَبَ وَ ب َ هأَذَ تألَ ََنَ هَ وَ لَ ضَ عَ َ أَلأَوأَََّ 

اَ أَََ يأَ َنَ أأََل  َي 

َةَ نأيَ َ ب أَمَ َةَ شأَاحَ فأَبَ 
َفَ و رََ عَ مأَل بََ َنَ هَ و رََ اشَ عأَوأَََّ 

كَأَي َ خأََهَ ي فََ َالَ َلأَعأَيأَ اَوَ ئَ ي َ اَشأَوَ هَ رأَكَ أَََنَ ىَأأَسَٰٓعأَف أََنَ هَ وَ مَ ت هََ رَ كأََنََ إ فَأَََّ  اي َ ثَ ا  

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali 

apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian 

kepada mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”[QS. An-Nisa’ (4): 19]120 

3. Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak [QS. An-Nur (24):33] 

َهَ لَ ضَ فأََنَ مَ َالَ َمَ هَ ي أَن غََ َي َ تِ َاَحأَاحَ كأَن ََنأَوَ دَ يأَ لأََنأَيَ ذَ الَ َفَ فَ عَ ت أَسَ يألَ وَأَ
َمَ كَ انَ يَ أَأأََتَ كأَلأَاَمأَمّ َ َابأَتأَكَ الَ َنأَوَ غَ ت أَب َ ي أََنأَيَ ذَ الَ وأَََّ 

َمَ كَ َٰاَََٰي َٓذَ ا لأََالَ َالَ مَ َنَ م َ َمَ هَ وَ آَ َ اَوأَي َ خأََمَ هَ ي فََ َمَ تَ مَ لَ عأََنَ إ ََمَ هَ وَ ب َ اََ كأَفأَ
َنأَد رَأاَأََنَ ا ََاءَ غأَٓبَ ىَالَ لأَعأََمَ كَ ت يََٰت أَاَف أَوَ هَ رَ كَ ََ لأَوأَََّ 

َايأَن َ الدَ َةَ ىوَيَٰالْ أََضأَرأَعأََاوَ غَ ت أَب َ ت أَاَل َ نَ صَ تأأَ
مرَيَ حَ ر ََرَ وَ فَ غأََنَ هَ اهَ رأَكَ إ ََدَ عَ ب أََنَ مَ َالأََنَ إ فَأََنَ هَ هَ رَ كَ ي ََنَ مأَوأَََّ   

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian 

(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-

budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan 

pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak 

mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) 

sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33]121 

4. Perintah menjaga martabat kemanusiaan: 

                                                             
120 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 80. 
121 Ibid., 354 
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َأأََنَ ب ََنَ حْ أَالرَ َدَ ب عَأََنَ عأَ  أََرأعََ أأوَأََمَ كَ الأَوأَمَ أأوَأََمَ كَ اءأَمأَدَ َنَ إَ :َفأَالأَعنَالن بِ َصلىَالَعليهَوسلمَقأََهَ ي بَ أَأََنَ عأََةأرَأَكَ َبأَبِ  َمَ كَ ا

رروا َالبااريَفََِبأَائَ غأَالَ َدَ اهَ الشَ َغَ ل  بَأَي َ اَلَ ذأَهأََمَ كَ دَ لأََب أَاَفِ َذأَهأََمَ ك رَ هََ َشأَاَفِ َذأَهأََمَ كَ مَ وَ ي أََةَ مأرََ حَ كأَََامرَرأَحأََمَ كَ نأَي َ ب أَ

(76صحيحهَرقمَالْديث:َ  

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: 

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan 

kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) 

sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah 

yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. 

Hadits: 67)122 

5. Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai 

saksi korban: 

َةأَلاأَالصَ َدَ ي رَ ََ ََمأَلَ سأَوأََهَ ي لَأَعأََىَالَ لَ صأََالَ َلَ وَ سَ رأَدَ هَ ىَعأَلأَعأََتَ جأَرأخَأََةَ أأرَأَامَ َنَ أأََهَ ي بَ أَأََنَ عأََي َ دَ نَ كَ الَ َلَ ائَ وأََنَ ب ََةأَمأَقأَلَ عأََنَ عأَ

َلأَعأَف أََلأَجَ الرَ َاكأَذأََنَ :َإَ َتَ الأَقأَف أََلرَجَ اَرأَهأَي َ لأََعأَرَ مأَوأََقأَلأَطأَانَ فأََتَ احأَصأَاَفأَهأَن َ مَ َهَ تأَاجأَىَحأَضأَقأَاَف أَهأَلألََ جأَتأَف أََلرَجَ اَرأَاهأَقَ لأَت أَف أَ

َ ََلأَعأَف أََلأَجَ الرَ َاكأَذأََنَ :َإَ تَ الأَقأَف أََنأَي رََ اجَ هأَمَ الَ َنأَمَ َةَ ابأَصأَعَ ب ََتَ ر مَأَاَوأَذأَكأَاوأَذأَكَأَب  َلأَجَ اَالرَ وَ ذَ خأَأأَاَفأَوَ قَ لأَطأَانَ اَفأَذأَكأَاَوأَذأَكَأَب 

َهَ ب رَأَمأَاَأأَمَ لأَف أََمأَلَ سأَوأََهَ ي لَأَعأََىَالَ لَ صأََالَ َلأَوَ سَ رأََهَ ابَ وَ َ أَأأَاَفأَذأَهأََوأَهَ َمَ عأَ:َن أَتَ الأَقأَاَف أَهأَوَ َ أَأأَاَوأَهأَي َ لأَعأََعأَقأوَأََهَ ن أَأََتَ نَ ظأََيَ ذَ الَ 

َهأَا:َاذَ هَأأََالأَقأَف أََاهأَب َ احَ َصأَنَّأَأأََالَ َلأَوَ سَ َرأَ:َيٰأَالأَقأَاَف أَهأَي َ لأَعأََعأَقأوَأََيَ ذَ اَالَ هأَب َ احَ صأََامأَقأََمأَجأَي َ لَ  َكَ لأََالَ َرأَفأَغأََدَ قأََف أَبِ 

َةَ نأَي َ دَ مأَالَ َلَ هَ اَأأَبِأأَتأََوَ لأََةَ بأوََ َ أََبأَتأََدَ قأَ:َلأَالأَقأوَأََ  وََ ج َ ا:َارَ هأَي َ لأَعأََعأَقأَيَوأَذَ الَ َلَ جَ لرَ ل ََالأَقأَاَوأَنَ سأََحأَل َوَ ق أََلَ جَ لرَ ل ََالأَقأوَأَ

َ(وابنَداودَرروا َالترمذي.َمَ هَ ن َ مَ َلأَب قََ لأَ  

“Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada 

seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh 

seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu 

menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun 

mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia 
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juga bertemu sekelompok muhaajirin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki 

yang menodainya. Mendengar itu sekelompok Muhaajirin mengejar laki-laki yang 

diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian dinyatakan pada perempuan 

itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. 

Kemudian, sahabat muhaajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau 

pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri 

dan berkata: “Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu”. Maka Nabi SAW berkata 

kepada perempuan itu: “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”. Sedangkan kepada 

laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan 

untuk dirajam. Nabi SAW berkata: “Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang 

sepenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan 

diterima”. (Riwayat Turmudzi, no. Hadist: 1525 dan Abu Dawud no. Hadist: 4381)123 

6. Keharusan mendengarkan saksi korban serta larangan kriminalisai korban: 

َتَ نأزَأََنأَوَ ل وََ قَ ي أََمَ هَ اَوأَوهأَلَ ت َ قَ ي أََنَ أأََادأَكَأَتِ َحأََاسَ اَالنَ هأَي َ لأَعأََعأَمأَتأَاجَ َةَ أأرَأمََ بَ َنَ نأَ ذَ إ ََةأَكَ مأَبَ َلأَنََّ :َإَ الأَقأََةأبَ أَسأََنَ ب ََلَ زَ الن َ َنَ عأَ 

أََىأََ أََ فأَ
َن َي بَ َ خَ أأََرَ مأَعَ َالأَقأَاَف أَي َ اَخأَهأَي َ لأَاَعأَوَ ن أَث َ أأَاَفأَهأَمَ وَ اَق أَهأَعأَمأََاءأَجأَىَوأَلأَب َ حَ َىأَهَ وأََهَ نَ َعأَالَىأَََ رأََابَ طَ ال أََنَ ب ََرَ مأَاَعَ بِ 

أَن مََ ؤَ مَ الَ ي أَمَ أأَ:َيٰأَتَ الأَقأََكَ ر مََ أأََنَ عأَ َ َث َ َةَ لأَي َ لأََاتأَذأََتَ ي لََ صأَفأََلَ يَ اَاللَ ذأَهأََنَ مَ َبَ يَ صَ أ ََةَ أأرَأَامَ َتَ نَ كَ َيَ  َلرَجَ رأوَأََتَ مَ قَ ف أََتَ نَّ 

أَبأَ َ َفأَذأَقأَف أََىَ لأَجَ ر ََي  أَبأََنَ مأََ َ ذَ هأََلأَتأَق أََوَ :َلأَهَ ن عَأََالَ َىأَََ رأََرَ مأَعَ َالأَقأَف أََبأَهأَذأََث َ َابَ هأَالش َ َلأَث مََ َفِ  َ لأَب أَال أََي  َالأَقأََوَ أأََي 

َ بأَشأَخَ الأأَ َذَ ب َ َلَ إَ اَدَ حأَواَأأَلَ ت َ قَ ََ أَلأََنَ :َأأَاقَ َاآ َفأَلَأَإ ََبأَتأَكأَاَوأَهأَلأَي َ بَ ىَسأَلَ اأَفأََالَ َمَ بِأَ ذَ عأَلأََ–َدَ الَ وَخأَب أَأََكَ شأََ–َي  َن 

البااريَرقمََرأخرجهَابنَأبَشيبةَوالبيهقيَوقالَالألبانيَفَِالرواء:َوهذاَإسنادَصحيحَعلىَشرط

(2672الْديث:َ  

“Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: “Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-Tiba, kami 

bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. 

Mereka berteriak-teriak, “Perempuan ini telah berzina, ia berzina!”. Kemudian, 

perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan 

disaat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dekan dengan) perempuan 

(ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang 
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baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuan itu “Ceritakanlah bagaimana 

peristiwanya.” Mulailah perempuan itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya 

adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-

tiba sudah ada lelaki di selakanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, 

lalu pergi”. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika penduduk di antara dua gunung 

ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua”. Umar 

RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh 

negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas 

izinku.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil disebut 

sebagai shahih, no. Hadist: 2362)124 

7. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi’I dan Imam Hambali. Yahya 

(murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di 

masyarakat mengenai seseorang memperkosa seseorang wanita, baik perawan atau 

bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin 

dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka 

pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang 

diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. 

Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia 

menyerahkannya.125 

8. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia 

wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-

laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk 

pelaku perkosaan, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban 

membayar mahar terkait dengan hak makhluk.126 

 

                                                             
124 Ibid. 
125 Imam Malik Ibn Anas, Al Muwaththa’ Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. 

1., 416 
126 Ibid., 268 
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP 

DAN UU NO. 31 TAHUN 2014 

A. Ruang Lingkup KUHP dan UU NO. 31 TAHUN 2014 

1. KUHP 

       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP yang nama aslinya adalah 

“Wetboek van Strafrecth voor Nederlandsh Indie” (WvSNI atau WvS) merupakan sebuah Titah 

Raja (Koninlijk Besluit, disingkat K.B.) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku di 

Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP (WvS) ini merupakan copy (turunan) dari WvS 

Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886.  WvS Belanda 

sendiri sebenarnya merupakan copy dari Code Penal Negara Perancis.127 

       Peraturan hukum pidana di Indonesia yang berlaku hingga saat ini merupakan peraturan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 

1946. Pasal I menyebutkan bahwa: 

“Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 Oktober 1945, 

menetapkan bahwa peraturan hukum peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang 

berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.128 

        Undang-undang ini mengakhiri dualisme peraturan hukum pidana dalam ketentuan 

Peraturan Presiden No. 2 yang masih mengakui peraturan hukum pidana yang berlaku sampai 

tanggal 17 Agustus 1945, yaitu peraturan hukum pidana yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda (WvSNI) maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang 

(Gunsei Keizirei). Sehingga, peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Pendudukan Jepang sesudah tanggal 8 Maret 1942 menurut UU No. 1 Tahun 1946 tidak lagi 

berlaku. 

       Tidak hanya itu, terdapat juga kodifikasi beberapa peraturan hukum pidana dalam WvSNI. 

Seperti halnya dalam pasal V UU No. 1 Tahun 1946 yang menyebutkan bahwa: 

                                                             
127 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 28 
128 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 
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“Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, 

atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak 

mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”.129 

        Sebenarnya, sebelum datangnya penjajah Belanda, tumbuh subur suatu sistem hukum yang 

disebut sistem hukum adat. Sistem tersebut mencakup hal-hal yang menurut ilmu pengetahuan 

modern disebut dengan hukum pidana.130  

        Dalam fase awal ini tidak terlepas dari pembicaraan mengenai adanya perkara pradata dan 

perkara padu. Perkara pradata adalah perkara perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari 

raja-raja di kepulauan nusantara, yakni perkara yang pada umumnya membahayakan negara 

(mahkota), keamanan dan ketertiban negara. Sedangkan perkara padu adalah perkara-perkara 

yang menjadi wewenang hakim perdamaian, yakni perkara-perkara yang pada umumnya melulu 

menjadi kepentingan rakyat perseorangan, seperti perselisihan antar rakyat yang tidak dapat 

didamaikan. Hukum pradata dilukiskan dalam pelbagai Pepakem atau Kitab Undang-Undang, 

sedangkan hukum padu adalah hukum yang tidak tertulis.131 Hukum yang tertulis misalnya 

Kasunanan, Mangkunegaran, Pakualaman dahulu “Angger-arubiru” (1782), “Nawolo Pradoto” 

(1771, 1818), “Peraturan Bekel” (1884) di daerah Batak, “Ruhut Pasaoron di Hobatahon” dan 

“Patik Dohot Uhum ni Halak Batak”, dan lain-lain.132 

       Jika mengulas kembali pengertian dari hukum pidana sendiri, W.L.G. Lemaire 

mengemukakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, 

dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem norma-norma yang menentukan 

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu 

dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.133 

       Beberapa pakar melihat hukum pidana tidak menciptakan norma baru akan tetapi 

melengkapi norma lain tersebut dengan sanksi. Sehingga hukum pidana identik dengan hukum 

sanksi istimewa. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hukum perdata, maupun administrasi 

                                                             
129 Pasal V UU No. 1 Tahun 1946 
130 Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 28 
131 Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 11 
132 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953), 57 
133 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 1-2 
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juga memiliki sanksi, akan tetapi sanksi dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang 

khas.134 

       Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk 

patuh dan menaatinya, akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam hidup mereka. 

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk 

menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk 

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan 

agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).135 

       Kerangka bangun dari tujuan hukum pidana maupun sanksinya tak terlepas dari teori-teori 

pidana yang melatarbelakanginya. Teori-teori tersebut yaitu:136 

a. Teori Absolut. Menurut teori ini bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku 

semata-mata untuk tujuan pembalasan. 

b. Teori Relatif. Menurut teori ini sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan 

ketertiban masyarakat atau yang biasa dikenal dengan teori pencegahan umum (general 

prevention). 

c. Teori Gabungan. Teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang 

berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang berfaaedah bagi masyarakat. Rossi juga 

menyatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas 

keperluan justice sociale. 

       Ketiga teori diatas, tidak terlepas dari aliran-aliran atau madzhab dalam hukum pidana, 

yaitu: 

1. Aliran Klasik. 

       Aliran ini menitikberatkan pandangan kepada perbuatan, dan tidak kepada orang 

yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana 

perbuatan (daadstrafrecht). Hal ini disebabkan karena pada aliran ini menghendaki agar 

hukum pidana tersusun dalam suatu kodifikasi yang tersusun sistematis dan menitik 

beratkan kepada kepastian hukum.137 

                                                             
134 M. Ali Zaidan, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 110 
135 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 20 
136 A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 

2010), 45 
137 Ishaq, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 1, 24 
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       Konsep keadilan menurut aliran klasik adalah suatu hukum yang pasti untuk 

perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa 

memperhatikan peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan-

perbuatan tersebut.138 Menurut aliran klasik, manusia itu dapat dikatakan sama dan 

setelah manusia itu diketahui tidaklah perlu untuk dipelajari secara tersendiri menurut 

kejadian demi kejadian. Dengan ini diketahui bahwa aliran klasik hampir tidak pernah 

menyebut tentang diri pembuat, walaupun masih memerlukan tempat kepadanya dalam 

hukum pidana.139  

 

 

2. Aliran Modern 

       Pada aliran ini, pusat perhatiannya terletak pada si pembuat. Aliran ini berpendapat 

bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-

mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa 

dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-

faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.140  

       Pergeseran perhatian dalam perkembangan hukum pidana melalui aliran modern 

yakni memfokuskan pada kepentingan-kepentingan para pembuat delik, bahwa 

kejahatan dapat dicegah dengan baik melalui kepastian dan bukan melalui kerasnya 

hukuman yang diberikan.141 

3. Aliran Neo Klasik 

       Aliran ini menitikberatkan pengimbalan/pembalasan terhadap kesalahan si pelaku 

dan juga mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku 

tindak pidana. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh aliran modern sehingga tema sentral pemikirannya adalah aspek pada 

perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang.142 

       Ciri khas dari aliran neo klasik adalah adanya pelunakan atau perubahan pada 

doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi patologi 

                                                             
138 Purniati dan Moh. Kamal Darmawan, Madzhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1994), 47-48 
139 Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 92 
140 Ishaq, Hukum, 25 
141 Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal 

Hukum, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, 148-149  
142 Ishaq, Hukum, 27 
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(ketidakmampuan untuk bertindak), premeditasi (niat yang dijadikan ukuran kebebasan 

kehendak), pengakuan tentang situasi, lingkungan, dan keadaan mental individu. 

Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna menjadi tanggung jawab sebagian, seperti 

kegilaan, kedunguan, usia, juga dimasukkannya persaksian, dan keterangan ahli di 

dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggug jawab terhadap terdakwa, 

untuk mampu memilih antara benar dan yang salah.143 

4. Aliran Social Defence (Gerakan Perlindungan Masyarakat) 

       Dalam aliran ini hukum pidana mengalami perkembangan baru, yang ditandai 

dengan berbagai macam perhatian, khususnya pada abad terakhir memasuki millennium 

berikutnya dari zaman baru. Pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi 

berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi perhatian yang 

mengglobal, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi aka berpengaruh pula terhadap 

gejala-gejala kejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam 

hal menangani atau menanggulangi kejahatan.144 

       Oleh karenanya, masalah kejahatan pada mulanya adalah masalah utama dari hukum pidana 

bergeser dan menjadi perhatian pula bagi masalah dari negara kesejahteraan. Dalam hal 

penanganan kejahatan dimana tidak lagi semata-mata urusan hukum pidana, tetapi harus selalu 

dikaitkan dengan penanganan terhadap masalah-masalah sosial. Dalam negara kesejahteraan 

dimana hukum pidana tidak hanya sebagai kekuatan moral di dalam masyarakat semata-mata, 

tetapi juga bagian menyeluruh dari suatu alat pertahanan sosial (social defence). Upaya tersebut 

merupakan penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 

upaya perlindungan sosial.145 

       Posisi KUHP Belanda yang merupakan turunan dari code penal Negara Perancis lahir pada 

masa aliran klasik yang banyak dipengaruhi oleh pikiran Beccaria. Dalam praktiknya, code 

penal Perancis perlu perubahan-perubahan terutama pengaruh aliran neo classical. Aliran klasik 

yang tumbuh sebagai reaksi ancient regime yang arbiter pada abad kedelapan belas di Perancis. 

Selanjutnya aliran ini sangat mewarnai KUHP Belanda pada saat pembentukannya sebagai 

                                                             
143 Purniati dan Moh. Kamal, Madzhab, 50 
144 Roeslan Saleh, Hukum Informatika, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996), 30 
145 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2 
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pengaruh KUHP Perancis, tentunya dengan beberapa modifikasi sebagai akibat pengaruh aliran 

modern.146 

       Di Indonesia sendiri, Muladi berpendapat bahwa strafrechtstheorien Indonesia adalah 1) 

pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas 

mayarakat, dan 4) pengimbangan/pengimbalan. Dapat dikemukakan bahwa nomor 1 merupakan 

kombinasi aliran klasik dan modern, nomor 2 dan 3 merupakan aliran neo klasik, dan nomor 4 

merupakan pengaruh hukum yang hidup di Indonesia, dimana tindak pidana merupakan 

gangguan terhadap kosmis. Pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang 

telah terganggu. Evenwhict atau harmoni yang telah terganggu harus dipulihkan dengan 

sanksi.147 

       Pada tahap lebih lanjut, strafrechttheorien Indonesia tidak lain dari pada pengayoman, yang 

digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo yang kemudian dikenal dengan gagasan (ide) 

pemasyarakatan. Menurut beliau, teori pemidanaan ditujukan sebagai alat pengayoman. Sebagai 

alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan 

yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri, 

maupun pemerintah asing. Teori ini yang kemudian dikenal dengan gagasan (ide) 

pemasyarakatan. Sahardjo mengemukakan bahwa: 

“Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi 

petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan. Di 

samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, 

membimbing terpidana agar tobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat 

sosialis Indonesia yang berguna”148 

 

 

  

2. UU No. 31 Tahun 2014 

       Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 ini mengatur perubahan atas Undang-Undang No. 13 

Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat 8 poin perubahan tentang 

                                                             
146 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 

253 
147 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), 54 
148 M.Ali Zaidan, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis, vol. 1, no. 1, Juni 2014, 114 
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perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang tersebut. Salah satunya terletak dalam 

penguatan kelembagaan dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). 

Dalam penjelasannya, perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi 

kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karenanya 

itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, 

fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga 

penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.149 

       Disamping pentingnya peran saksi dan korban yang turut memberikan keberhasilan dalam 

proses peradilan pidana, perlu adanya jaminan atas perlindungan saksi dan korban. Dasar 

pertimbangan lahirnya undang-undang ini yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa sudah saatnya perlindungan saksi dan korban 

diatur dengan undang-undang tersendiri. Mengingat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan 

terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan 

pelanggaran hak asasi manusia.150 

       Jika menelaah jauh ke belakang, lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ini 

tak terlepas dari bentuk implementasi peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 

nasional maupun internasional. Dalam konvensi internasional telah mengatur perlindungan 

saksi dan korban dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, United Nation 

Convention Against Corruption, dan International Convenant The Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga telah mendapat 

jaminan penuh dalam UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi.”151 

                                                             
149 Terdapat dalam poin umum pada penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014 
150 Terdapat dalam poin umum pada penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 
151 Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 
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       Konsekuensi dari adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia menuntut pada 

perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-

tindakan yang dapat merugikan hak manusia itu sendiri.152 

       Berawal dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati satu sama lain, 

pencideraan hal tersebut memunculkan pihak yang dirugikan atau yang biasa disebut sebagai 

korban. Maka, perspektif korban juga menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan. 

       Muladi mengemukakan definisi korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun 

secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, 

emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan 

atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.153 

 

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP 

DAN UU NO. 31 TAHUN 2014 

1. KUHP 

       Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir hanya beberapa bentuk 

dari kekerasan seksual yang mencakup perkosaan dalam pasal 285 hingga 288, pencabulan 

dalam pasal 289 hingga 296, serta perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa 

terdapat dalam pasal 297. Kesemuanya itu terhimpun dalam Bab XIV KUHP yaitu tentang 

kejahatan terhadap kesusilaan. 

       Kesusilaan sendiri berasal dari kata dasar susila yang dalam kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan dengan baik budi bahasanya, beradab, sopan. Sehingga kata kesusilaan berarti perihal 

susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.154 

       Dari sudut pandang hukum, kesusilaan dimaknai sebagai tingkah laku, perbuatan, 

percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan 

                                                             
152 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 158. 
153 Muladi, HAM dalam Perspektif Sistim Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), 108. 
154 Badan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan & Kebudayaan RI, Aplikasi KBBI V, kode sumber 

aplikasi: https://github.com/yuhuku/kbbi4, diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 20.05 WIB 

https://github.com/yuhuku/kbbi4
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dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan 

bermasyarakat.155 

       Maka, senada dengan pendapat Suparman Marzuki bahwa sebenarnya setiap delik itu pada 

hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi hukum 

pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan 

atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.156 

       Sedangkan kejahatan kesusilaan dalam pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi lebih 

menunjukkan titik fokus. Mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan 

atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan 

dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan asusila.157  

       Lobby Loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian. Pertama, kesusilaan dalam 

arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang sudah merupakan istilah 

sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan sebagai perbuatan yang berhubungan 

dengan seks. Seperti halnya, pelacuran, homoseksual, lesbian, dan lain-lain. Kedua, kesusilaan 

dalam arti luas yang tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit tetapi juga perbuatan-

perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seks.158 

       Terdapat beberapa pasal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP, 

yaitu: 

No. Perbuatan Hukuman Pasal 

1. Perkosaan di luar 

perkawinan 

 

 

 

Perkosaan di luar 

perkawinan 

Penjara paling lama 

12 tahun 

285 

Dalam keadaan pingsan / 

tidak berdaya 

Penjara paling lama  9 

tahun 

286 

Di bawah umur Penjara paling lama 9 

tahun 

287 

Perkosaan di Berakibatkan luka-luka Penjara paling lama 4 288 

                                                             
155 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1997), 933 
156 Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual (Yogyakarta: FH UI, 1995), 75 
157 Mudzakkir, 2010, “Analisis Atas Mekanisme Penanganan HukumTerhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan Akhir 

Peulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 12. 
158 Loebby Loqman, Delik Kesusilaan (Makalah Lokakarya BPHN, 1995). 
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dalam perkawinan 

dengan seseorang 

yang belum 

waktunya dikawin 

tahun (1) 

288 

(2) 

Berakibat luka berat Penjara paling lama 8 

tahun 

Berakibat kematian Penjara paling lama 

12 tahun 

288 

(3) 

2. Pencabulan Memaksa maupun 

membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul dengan 

kekerasasn atau ancaman 

kekerasan 

Penjara paling lama 9 

tahun 

 

289 

 

 

Dalam keadaan pingsan / 

tidak berdaya 

Penjara paling lama 7 

tahun 

 

290 

ayat 

(1) 

Dengan seorang yang 

belum waktunya dikawin 

Penjara paling lama 7 

tahun 

 

290 

ayat 

(2) 

Dengan sesama jenis 

yang belum dewasa 

Penjara paling lama 5 

tahun 

292 

 

Menggerakkan seseorang 

yang belum dewasa 

melakukan atau 

membiarkan perbuatan 

cabul dengan dia 

Penjara paling lama 5 

tahun 

 

 

 

293 

Pencabulan dengan 

anaknya, anak tirinya, 

anak angkatnya, anak 

dibawah pengawasannya 

yang belum dewasa. 

Penjara paling lama 7 

tahun 

 

 

 

Pasal 

294 

ayat 

(1) 
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Pejabat yang melakukan 

pencabulan dengan 

bawahannya dan 

pengurus, dokter, guru, 

pegawai, pengawas, atau 

pesuruh dalam penjara, 

tempat pekerjaan negara, 

tempat pendidikan, 

rumah piatu, rumah sakit 

jiwa atau lembaga sosial 

Penjara paling lama 7 

tahun 

Pasal 

294 

ayat 

(2) 

3. Aborsi Penjara paling lama 4 

tahun 

299 

  

2. UU No. 31 Tahun 2014 

       Titik fokus dalam undang-undang peraturan ini berorientasi pada perlindungan korban dan 

saksi beserta lembaga yang menanganinya. Hal ini sangat berbeda dengan KUHP yang berfokus 

pada tindak kejahatan yang terjadi. Tentu, kedua hal ini sangat berperan penting dalam 

pengendalian masyarakat maupun jaminan keadilan korban yang seringkali terabaikan. 

       Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 memberikan berbagai macam hak saksi dan 

korban, yaitu: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 
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g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapat identitas baru; 

k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapat tempat kediaman baru; 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n. Mendapat nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; 

dan/ atau 

p. Mendapat pendampingan.159 

       Selain memperoleh hak diatas, dalam kasus kekerasan seksual yang sedang diteliti juga 

mendapat hak lain yaitu bentuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. 

Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, 

korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban 

tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan: 

a. Bantuan medis; dan 

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”160 

       Dalam undang-undang ini memberikan penjelasan makna dari “bantuan medis”, yaitu 

bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan 

pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga 

pemakaman.161  

       Sedangkan bantuan “rehabilitasi psikososial” diartikan sebagai semua bentuk pelayanan 

dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, 

melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga 

mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya 

                                                             
159 Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 
160 Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 
161 Terdapat dalam penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014 
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melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan 

instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, 

bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Serta yang 

dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog 

kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan 

kembali kondisi kejiwaan korban.162 

       Tak berhenti disitu, korban kekerasan seksual yang masuk dalam tindak pidana juga 

berhak memperoleh restitusi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7A yang menyebutkan bahwa: 

“Korban tindak pidana berhak memperoeh restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung 

sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”163 

                                                             
162 Ibid. 
163 Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 
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BAB IV 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM 

KUHP, UU NO. 31 TAHUN 2014, DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam KUHP 

       Terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP 

yaitu pada bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lebih rinci, terdapat dalam pasal 

285 hingga 299 yang berbunyi: 

Pasal 285 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun. 

Pasal 286 

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa 

wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun. 

Pasal 287 

(1)  Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya 

atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 

umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana 

penjara paling lama Sembilan tahun. 

(2)  Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua 

belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 

Pasal 288 

(1)  Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 

apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

(2)  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 

delapan tahun. 

(3)  Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
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       Keempat pasal tersebut mengatur tindak pidana kekerasan seksual berupa perkosaan yang 

waktu hukuman atau sanksi penjara disesuaikan dengan keadaan dan kerugian yang 

menyertainya. 

Pasal 289 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Pasal 290 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1.  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang 

itu pingsan atau tidak berdaya; 

2.  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 

tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 

3.  Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 

bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan 

belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 

Pasal 291 

(1)  Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka 

berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2)  Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan 

kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Pasal 292 

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun. 

Pasal 293 

(1)  Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan 

perbawaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja 

menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, 
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diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun. 

(2)  Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan 

kejahatan itu. 

(3)  Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 

sembilan bulan dan dua belas bulan.  

Pasal 294 

(1)  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, 

anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa 

yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan 

bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. 

(2)  Diancam  dengan pidana yang sama : 

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah 

bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan 

kepadanya; 

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat 

pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau 

lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan 

kedalamnya. 

       Pada pasal 289 hingga pasal 294 diatas, menyebutkan perlindungan hukum bentuk tindak 

pidana dari pencabulan. Tidak berbeda dengan pasal terkait perkosaan, pada bentuk pencabulan 

pun terdapat penjatuhan hukuman yang berbeda sesuai dengan keadaan dan akibat yang 

ditimbulkannya. 

Pasal 299 

(1)  Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, 

dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya 

dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. 

(2)  Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan 

tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, 

pidananya dapat ditambah sepertiga. 
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(3)  Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat 

dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. 

     Pada pasal tersebut, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan 

aborsi yang menjadi salah satu klasifikasi bentuk dari kekerasan seksual.  

       Pasal-pasal diatas menjadi langkah perlindungan hukum preventif atau pencegahan dari 

terjadinya tindak kekerasan seksual. Dalam negara hukum, tentu terdapat aturan-aturan yang 

harus ditaati dan dilaksanakan. Sekalipun menjunjung tinggi kebebasan HAM, hal ini bukan 

berarti membatasi perilaku seseorang. Karena setiap orang memiliki hak yang sama, maka harus 

saling dihormati bersama. Hal ini juga menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk turut 

serta menjaga ketertiban masyarakat. 

       Selain menjadi langkah preventif, aturan-aturan tersebut diatas juga menjadi perlindungan 

hukum represif setelah terjadinya tindak kekerasan seksual. Aturan-aturan dalam KUHP 

merupakan sumber utama atau sebagai induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia. Maka, 

hasil berupa aturan-aturan tersebut tak terlepas dari berbagai teori hukum pidana maupun 

pemidanaan. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah kerangka bangun dari tujuan 

dijatuhkannya pidana itu untuk memahami kandungan dari setiap aturan yang ditentukan. 

       Pada bab sebelumnya menggambarkan bagaimana kompleksnya tatanan sudut pandang 

dalam rancangan KUHP yang berlaku hingga sekarang. Mulai dari perumusan perbuatan tindak 

kejahatan sehingga adanya kepastian hukum, sudut pandang mengenai si pelaku kejahatan agar 

dapat mengadili sesuai porsi dan pembinaan kepada pelaku kejahatan yang dalam hal ini 

tergambar jelas dalam gagasan (ide) pemasyarakatan oleh Menteri Kehakiman, hingga 

terwujudnya perlindungan sosial menuju tatanan negara yang sejahtera. 

       Dari berbagai kerangka bangun ataupun teori dalam hukum pidana, belum menyentuh 

ranah yang berpengaruh bagi korban. Jika dimasukkan dalam tujuan hukum pidana dalam teori 

absolut, yaitu pengimbalan/ pembalasan, masih terlalu abu-abu apakah untuk keadilan korban 

atau karna kesalahan telah melakukan perbuatan tersebut atau sebagai pembinaan terhadap 

pelaku atau bahkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. 

       Hal tersebut belum tergambar dalam konsep perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo. 

Beliau menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 
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asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.164 

       Namun, dilain sisi penulis juga tidak bisa menafikan urgensi dari setiap sudut pandang yang 

ditawarkan dari teori hukum pidana ataupun perkembangan pemikiran dari setiap aliran atau 

madzhab. Setiap sudut pandang harus memiliki porsinya masing-masing untuk saling 

melengkapi menjadi satu bagian yang membawa maslahah untuk berbagai pihak tanpa 

terkecuali sekalipun itu korban. 

       Setelah melihat keseluruhan kerangka bangun yang lebih global, pada pasal-pasal 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual selain belum mengakomodir sepenuhnya 

bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, menyebutkan bahwa 

pasal-pasal tersebut berupa delik aduan yang tentu tidak menjadi hal mudah bagi korban untuk 

menuntut. Mengingat, trauma hebat yang dialami oleh korban ditambah pandangan negative 

masyarakat terhadap korban. Sehingga tugas bersama adalah menyuarakan bahwa kita dan 

negara turut hadir membersamai para korban untuk memperoleh keadilan. 

B. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam UU No. 31 Tahun 2014 

       UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentu berorientasi pada 

korban. Pada pasal 1 ayat (3) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa 

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”165 

       Artinya, selain disahkannya undang-undang tersebut sehingga terdapat kepastian hukum 

sebagai langkah preventif, juga berorientasi pada korban setelah kejadian tindak pidana. Hal ini 

tentu menjadi angin segar bagi korban mengingat banyaknya aturan-aturan yang meninggalkan 

sudut pandang korban sebagai pihak yang paling dirugikan. 

       Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara 

untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan 

yang setimpal. Hal yang juga disebutkan oleh Reif: “The problem of crime, always get reduced 

to what can be done about criminal. Nobody asks what can be done about victim? Everyone 

                                                             
164 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, cet. V, 2000), 53 
165 Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 
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assumes the best way to help the victim is to catch criminal as thought the orrender is the only 

source of the victims trouble.”166  

       Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang 

ini yaitu 

1. Pasal 5 yang memberikan berbagai macam hak saksi dan korban, diantaranya: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapat identitas baru; 

k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapat tempat kediaman baru; 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n. Mendapat nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; 

dan/ atau 

p. Mendapat pendampingan.167  

2. Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban 

tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan: 

                                                             
166 Ainal Hadi dan Mukhlis, Kriminologi & Viktimologi, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), cet.1, 157 
167 Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 
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a. Bantuan medis; dan 

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”168 

       Dalam undang-undang ini memberikan penjelasan makna dari “bantuan medis”, yaitu 

bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan 

pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga 

pemakaman.169   

       Sedangkan bantuan “rehabilitasi psikososial” diartikan sebagai semua bentuk pelayanan 

dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, 

melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga 

mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya 

melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan 

instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, 

bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Serta yang 

dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog 

kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan 

kembali kondisi kejiwaan korban.170 

3. Pasal 7A yang menyebutkan bahwa: 

“Korban tindak pidana berhak memperoeh restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai 

akibat tindak pidana; dan/ atau 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”171 

       Perlindungan tersebut diatas tentu berdasar atas kerugian atau penderitaan yang dialami 

oleh korban. Mengingat terdapat banyak dampak yang diterima oleh korban, diantaranya:172 

1. Dampak fisik, yaitu: 

a) Masalah reproduksi dan kehamilan yang tidak diinginkan 

b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual 

                                                             
168 Pasal 6 ayat (1) UU No.31 Tahun 2014 
169 Terdapat dalam penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2014 
170 Ibid 
171 Pasal 7A ayat (1) UU No. 31  Tahun 2014 
172 http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf. Diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 15.31 

http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%2011.pdf
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2. Dampak psikologis, yaitu: 

a) Depresi/stress tekanan pasca trauma 

b) Kesulitan tidur 

c) Penurunan harga diri 

d) Munculnya keluhan somatic 

e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alcohol akibat depresi 

3. Dampak sosial, yaitu: 

a) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas 

b) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian 

       Tentu dampak yang ditimbulkan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan menjadi 

bahan pertimbangan dalam penegakan keadilan untuk korban yang telah diciderai haknya. Hal 

ini senada dengan kritik terhadap netralitas hukum oleh para feminis pada tahun 1970-an di 

Amerika dan Eropa. Mereka membentuk teori hukum berspektif feminis atas ketertindasan yang 

terjadi pada perempuan atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai korban. Maka, hukum yang 

baik adalah hukum yang berpihak pada perempuan (dan tentu siapa saja) yang secara sosial 

dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut.173 

C. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

       Dalam hukum Islam yang perlu digaris bawahi adalah terdapat keistimewaan bahwa 

kesemuanya bersumber dari Allah SWT berupa teks atau syari’at untuk selanjutnya diteruskan 

dalam pemahaman-pemahaman berupa fikih. Hal tersebut menuju pada satu tujuan atau yang 

biasa disebut dengan teori maqashid syari’ah. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Allal al-

Fasyi mendefinisikan maqashid asy-syariah yakni:174 

أَعأهأَ َوأ َال تِ  رأار  أس  ن  هأاَوأالأ  اال غأايأة َم  َأأح كأام هأ َم ن  م  َح ك  كَ ل   اَالش ار ع َع ن دأ  

“Maqashid asy-Syariah adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syari’ di 

balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya.” 
       Tujuan disyariatkannya hukum Islam sendiri adalah untuk merealisasikan dan melindungi 

kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat, atau keduanya. 

                                                             
173 Donny Danardono, “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme”, 

dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang bersprektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2006), hlm. 1 

174 Ahmad ar-Raisuni, Nadhariyat al-Maqashid inda al-Imam asy-Syatibi (ttp: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-

Islami,1990), 18 
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Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek 

kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama diklasifikasikan menjadi tiga 

aspek, yakni dlaruriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap).175  

       Kebutuhan-kebutuhan tersebut terumuskan dalam konsep ad-dharuriyat al-khams (lima 

kebutuhan primer) ada pula yang menyebutnya dengan ad-dharuriyat as-sittah (enam 

kebutuhan primer) yang terdiri dari melindungi agama (hifdz ad-din), melindungi jiwa (hifzh 

an-nafs), melindungi keturunan (hifzd an-nasl), melindungi akal (hifzh al-‘aql), melindungi 

kehormatan (hifzh al-‘ird) dan melindungi harta (hifzh al-mal). Jika keenam kebutuhan dasar 

(dlarury) ini terpenuhi, terlebih apabila keenam kebutuhan tersebut dalam level sekunder (hajy), 

dan tersier (tahsiniy) juga terpenuhi dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud yang 

merupakan tujuan universal syariat.176 

       Maka, kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan 

kerusakan tidaklah dibenarkan dalam agama. Terlebih dalam kekerasan termasuk dalam 

menciderai salah satu dhahuriatul khams (kebutuhan primer) yang harus dijaga yaitu hifzh an-

nafs (menjaga jiwa) yang dalam pandangan Jaseer Audah berkembang menjadi haqqu al-nafs 

wa al-hayat (hak atas jiwa dan hidup). 

       Ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan seksual, bukan hanya menciderai jiwa (haqqu 

al-nafs wa al-hayat) yang ditimbulkan akibat pemaksaan, hal ini juga termasuk dalam 

menciderai keturunan dan kehormatan yang juga merupakan dharuriat al-khams (kebutuhan 

primer) yang harus dijaga. Maka, kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius untuk 

diatasi secara baik dan tepat.  

       Kekerasan seksual sangat bertentangan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad yakni misi 

kerahmatan semesta. Sebagaimana QS. al-Anbiya’ [21]: 107 yang berbunyi: 

أَ َرأحْ أة َل  ل عٰلأم ي  َإ ل   وأمأآأأر سأل نٰكأ

“Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 107).177 

       Selanjutnya, Nabi Muhammad menegaskan kerahmatan itu sebagai makarimal akhlaq: 

إ  
أخ لاأقَ  َلأ  تأ  مأَمأكأار مأَالأ  نَّ أاَب ع ث ت   

                                                             
175 Prof Ibrahim Hosen, “Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)”, 

dalam Jamal D. Rahman (et.), Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun Prof Ali Yafie (Bandung: Mizan, 1994), 33 
176 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 197 

177 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 331. 
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“Aku diutus Tuhan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.” (HR. Imam Malik 

bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal).178 

       Oleh karenanya, menurut KH. Husein Muhammad cita-cita al-Qur’an yang sesungguhnya 

ialah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan 

universal (humanism universal). Prinsip kemanusiaan universal antara lain diwujudkan dalam 

upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan 

terhadap orang lain siapapun orangnya. Karena al-akhlaq sesungguhnya merupakan nilai-nilai 

dasar yang melekat kepada manusia sejak penciptaan. Kata “al-akhlaq” ialah bentuk plural dari 

kata “al-khuluq” yang memiliki akar kata yang sama dengan al-khalq (penciptaan), al-khaliq 

(pencipta), dan al-makhluq (yang diciptakan).179 

       Pelegitimasian perlidungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum Islam 

melalui al-Qur’an, hadist, maupun beberapa pendapat ulama yaitu: 

1.  Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain [QS. At-Taubah 

(9): 71] 

َوأي أن  هأوَ  ل مأع ر و ف  َ َيأ م ر و نأَب  ب أع ض  َب أع ض ه م َأأو ل يأاءَٓ  نأات  َوأال م ؤ م  ن  و نأ ةأَوأي  ؤ َ َ وأال م ؤ م  َالص لاأ و نأَنأَعأن َال م ن كأر َوأي ق ي م و نأ

َسأيأ حْأ ه م َالَ  َإ ن َالأَ وأرأس و لأه َ َأ ولٰئٓ كأ َحأكَ الز كاأةأَوأي ط ي  ع و نأَالأَ ي مرََعأز ي  زر  

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah 

dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.”[QS. At-Taubah (9):71]180  

2.  Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara 

bermartabat [QS. An-Nisa’ (4): 19]. 

َلَ  َ أع ض ل و ه ن  َ َوألأ ا كَأر ه  اءأ َأَر ث  و اَالن  سأٓ يَ  ل َلأك م َأأن  َآمأن  و اَلأ أأي  هأاَال ذ ي نأ َيأَ يٰٰٓ َأأن 
ا َإ ل  َمأاَآَ أي  ت م و ه ن  ب  و اَب ب أع ض  هأ َتأذ  أ َ ي 

ت مَ  كَأر ه  فأإ ن   ََ ل مأع ر و ف  ر و ه ن َب  شأة َم ب أي  نأة َ َوأعأاش  َأََب فأاح  َف أعأسٰٓىَأأن  كَأَو ه ن  ف ي ه َخأي  ا ي  ئ اَو يأ عألأَالَ  رأه و اَشأ ث ي  اك   

                                                             
178 Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ (Mesir: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt), kitab: Husnul Khulq, No. Hadits: 1609, Juz II, 

904. Dan Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad (Beirut: al-Maktab al-Islami, tt), Juz II, 381 
179 Husein Muhammad, Fiqh, 63 
180 Tim Penerjemah, Al-Qur’an, 198 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 

perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang 

patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”[QS. An-

Nisa’ (4): 19]181  

3.  Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak [QS. An-Nur (24):33] 

َفأض ل ه َ َوأالَ  م ن  َي  غ ن ي أه م َالَ  َن كأاح اَحأتِ  د و نأ يأ  َلأ َال ذ ي نأ ت أع ف ف  َأأيَ أانَ وأل يأس  َمّ  اَمألأكأت  ت أغ و نأَال ك تأابأ َي أب   ك م َذ ي نأ

َٰكَ  َاٰ َال َا لأذ يٓ  َم ال  ت م َف ي ه م َخأي  اَوأآَ  و ه م َم  ن  َعأل م  اَ ب  و ه م َإ ن  ََ فأكأ َ َوألأ َاأرأد نأَم  ر ه و اَف أت أيٰت ك م َعألأىَال ب غأٓاء َا ن  َتأأص ن اَك 

رأاهَ  َب أع د َإ ك  م ن  َفأإ ن َالأَ ه ن  ر ه  َي ك  ن  يأاَ َوأمأن  َالْ أيٰىوة َالد  ت أغ و اَعأرأضأ ي مرَل  ت أب   ه ن َغأف و ر َر ح   

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, 

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu 

miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari 

harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 

karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) 

sesudah mereka dipaksa itu.” [QS. An-Nuur (24): 33]182  

4.  Perintah menjaga martabat kemanusiaan:  

َأأبَ  رأةأَعأن  َبأك  َعأب د َالر حْ أن َب ن َأأبِ  أَك م َي ه َعنَالن بِ َصلىَالَعليهَوسلمَقأالأَعأن  :َفأإ ن َد مأاءأك م َوأأأم وأالأك م َوأأأع رأا

َال اَل ي  بأل  غ  َب ألأد ك م َهأذأ اَفِ  ر ك م َهأذأ َشأه  اَفِ  كَأح ر مأة َي أو م ك م َهأذأ َرروا َالبااريَفَِصحيحهَب أي  نأك م َحأرأامر ش اه د َال غأائ بأ

(76رقمَالْديث:َ  

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: 

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian 

                                                             
181 Ibid., 80 
182 Ibid., 354 
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adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) sebagaimana 

terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)183 

5.  Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi 

korban: 

َالَ  د رأس و ل  َعألأىَعأه  َأأب ي ه َأأن َام رأأأة َخأرأجأت  َعأن  َال ك ن د ي   َعأل قأمأةأَب ن َوأائ ل  عألأي ه َوأسأل مأََ ر ي د َالصَ عأن  ةأََصأل ىَالَ  لاأ

َعأَ َوأمأر  َفأان طألأقأ تأه َم ن  هأاَفأصأاحأت  َالر ج لأَف أعألأَلأَف أت ألأق اهأاَرأج لرَف أتأجأل لأهأاَف أقأضأىَحأاجأ َ:َإ ن َذأاكأ ََي  هأاَرأج لرَف أقأالأت  َب 

كَأَ َالر ج لأَف أعألأَب  :َإ ن َذأاكأ َف أقأالأت  ر ي نأ َال م هأاج  َب ع صأابأة َم نأ اَوأمأر ت  اوأكأذأ اَفأان طألأق و اَفأأأخأذ و اَالر ج لأَال ذَ كأذأ اَوأكأذأ َذأ ي 

َأأن ه َوأقأعأَعألأي  هأاَوأأأَ َالَ ظأن ت  اَفأأأَ أو اب ه َرأس و لأ َهأذأ :َن أعأم َه وأ عألأي ه َوأسأل مأَف ألأم اَأأمأرأب ه َلَ ََ أو هأاَف أقأالأت  مأَقأامأَصأل ىَالَ  ي  جأ

َهَأأا:َاذ هأَ ب  هأاَف أقأالأ َصأاح  َال َأأنَّأ َرأس و لأ :َيٰأ َوأقأعأَعألأي  هأاَف أقأالأ ب  هأاَال ذ ي  َالَ صأاح  َغأفأرأ َف أقأد  َق أَبِ  َل لر ج ل  َوأقأالأ ََلأك  و ل 

َتأَ ََ أو بأة َلأو  َتأبأ :َلأقأد  َال ذ يَوأقأعأَعألأي  هأا:َار ج  و   َوأقأالأ َل لر ج ل  ن اَوأقأالأ ن  ه م .َرروا َحأسأ بِأأاَأأه ل َال مأد ي  نأة َلأق ب لأَم 

(5864وابنَداودَفَِسننهَرقمَالْديث:5121الترمذيَفَِسننهَرقمَالْديث:  

“Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang 

perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki 

yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu 

pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang 

yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok muhaajirin 

dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu sekelompok 

Muhaajirin mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian 

dinyatakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab 

perempuan. Kemudian, sahabat muhaajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. 

Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri 

dan berkata: “Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu”. Maka Nabi SAW berkata kepada 

perempuan itu: “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”. Sedangkan kepada laki-laki pelaku 
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itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi 

SAW berkata: “Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati) yang jika seluruh 

penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima”. (Riwayat Turmudzi, no. Hadist: 

1525 dan Abu Dawud no. Hadist: 4381)184  

6.  Keharusan mendengarkan saksi korban serta larangan kriminalisai korban:  

َحأَ تأمأعأَعألأي  هأاَالن اس  رأأأة َاج  م  َلأب مأك ةأَإ ذ نأ ن َب  :َإ نَّ  َب ن َسأب أةأَقأالأ َزأنأَعأن َالن  ز ل  ت  ل وهأاَوأه م َي أق و ل و نأ َي أق  كَأادأَأأن  َتِ  ىأ
َفأأ َ  ت 

َح ب  لأىَوأجأاءأَمأعأهأاَق أَ ىأ
ىأَالَعأن ه َوأه   َ َرأ َب ن َال أط اب  َعأَو م هأاَفأأأث  ن أوَ بِ أاَع مأر  ب  ي ن  َأأخ  َع مأر  َاَعألأي  هأاَخأي  اَف أقأالأ َأأم ر ك  ن 

َلأي َ  َذأاتأ َفأصأل ي ت  اَالل ي ل  َهأذأ َم ن  ي ب  َام رأأأة َأ ص  كَ ن ت  أ أأم ي أال م ؤ م ن ي  :َيٰأ لأَقأالأت  َر ج  أ َوأرأج لرَبأي  َف أق م ت  نَّ  ت  َلأة َث َ  ى 

َفِ  َمَ  َق أتألأَهأَف أقأذأفأ عأن ه :َلأو  َالَ  ىأ  َ َرأ َع مأر  َف أقأالأ ذأهأبأ َث َ  بأَث لأَالش  هأاب  َالأأخ شأ َقأالأ َأأو  َال أب ألأي   أ َبأي  َ–ي  َذ   َمأن 

َأأب وَخأال د َ ََ أََ–شأك  َلأ :َأأن  َاآ َفأاق  َإ لَأ ب ي  لأهأاَوأكأتأبأ فأاأل ىَسأ اَلأعأذ بِأ م َالَ  ت  ل واَأأحأد  َرأخرجهَابنَأبق  ب  ذ ن  َإ لَ 

(2672:َشيبةَوالبيهقيَوقالَالألبانيَفَِالرواء:َوهذاَإسنادَصحيحَعلىَشرطَالبااريَرقمَالْديث  

“Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: “Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-Tiba, kami 

bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka 

berteriak-teriak, “Perempuan ini telah berzina, ia berzina!”. Kemudian, perempuan itu 

dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan disaat yang sama 

sekelompok warga (yang mengenal dekan dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan 

memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang baik-baik. Umar RA kemudian 

berkata pada perempuan itu “Ceritakanlah bagaimana peristiwanya.” Mulailah perempuan 

itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa 

musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki di selakanganku, lalu dia 

memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi”. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika 

penduduk di antara dua gunung ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan 

mengadzab mereka semua”. Umar RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan 

menulis surat kepada seluruh negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman 

mati, kecuali atas izinku.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil 

disebut sebagai shahih, no. Hadist: 2362)185  
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7.  Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi’I dan Imam Hambali. Yahya 

(murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat 

mengenai seseorang memperkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika 

ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama 

dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar 

nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak 

ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi 

tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.186 

8.  Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia 

wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki 

yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku 

perkosaan, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban 

membayar mahar terkait dengan hak makhluk.187 

       Berbicara ketentuan berupa teks dalam hukum pidana Islam, maka tak terlepas dari adanya 

hukuman. Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan 

yaitu: Pertama, menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari 

kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-

hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan. Kedua, melindungi kehidupan masyarakat, artinya 

hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga 

masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah 

membangun peradabannya. Ketiga, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman 

yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari 

kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk 

kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan 

itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.188 

       Hal tersebut dapat dilihat seperti halnya hukuman dalam salah satu bentuk kekerasan 

seksual, yaitu perkosaan. Ahli fiqh bersepakat bahwa pelaku pemerkosaan dengan kekerasan 

dikenakan hukuman ganda. Pertama, hukuman atas perzinahan, yaitu 100 kali cambukan atau 

                                                             
186 Imam Malik Ibn Anas, Al Muwaththa’ Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. 

1, 416 
187 Ibid. 
188 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Persppektif Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu, 2015), 191. 
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dirajam di hadapan khalayak. Kedua, hukuman penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai 

anggota tubuh korban), yaitu qisas, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan 

perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ialah ta’zir yang ditentukan 

keputusan hukumnya oleh hakim.189 

       Hukuman diatas menggambarkan bahwa selain melindungi kehidupan masyarakat dengan 

sanksi berat sehingga mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama, dan sebagai sarana 

pertaubatan pelaku, juga sebagai sarana keadilan untuk korban. Hukuman kedua menyiratkan 

keberpihakan kepada korban bahwa apa yang sudah dirampas oleh pelaku harus dikembalikan, 

entah melalui hukum qisas maupun ta’zir. Ataupun dalam pendapat Imam Sulaiman Al Baji Al 

Maliki yang mengatakan bahwa terdapat dua kewajiban hukuman yang harus dilaksanakan, 

yaitu berupa had dan membayar maskawin kepada korban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
189 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2020), cet.III, 304. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

       Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta sebagaimana melalui analisis 

penulis, maka dari itu penulis simpulkan sebagai berikut: 

1.  Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam KUHP memiliki sudut pandang yang lebih 

global yaitu berawal dari titik fokus pada perbuatan, pelaku, hingga tatanan negara 

sejahtera. Sedangkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban lebih 

berorientasi kepada situasi dan kondisi korban sehingga dapat merumuskan hak-hak apa saja 

yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban. Seperti halnya pemberian 

bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis hingga pemberian restitusi 

untuk korban kekerasan seksual. 

2.  Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk mencegah orang lain 

berbuat hal yang sama, sebagai sarana pertaubatan pelaku, dan sarana menegakkan keadilan. 

Seperti halnya kasus perkosaan yang termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan seksual, 

ahli fikih bersepakat bahwa hukumannya adalah pertama, hukuman atas perzinahan yaitu 

100 kali cambuk atau rajam di hadapan khalayak. Kedua, hukuman penganiayaan (jika ia 

menganiaya atau melukai anggota tubuh korban) berupa qisas. Apabila terbatas pada 

ancaman, hukumannya ialah ta’zir. Atau pendapat dari Imam Malik yang berpendapat sama 

dengan Imam Syafi’i dan Imam Hambali yang menawarkan bahwa pelaku perkosaan 

memiliki dua kewajiban hukuman. Pertama, hukuman had. Kedua, membayar maskawin 

kepada korban. 

 

B. Saran-saran 

1.  Berkembangnya sudut pandang dalam melahirkan aturan-aturan dapat disinergikan satu 

dengan yang lain satu sehingga semakin kompleks dan saling menyempurnakan untuk 

keadilan korban, pelaku, hingga menuju tatanan negara sejahtera. 

2.  Kasus kekerasan seksual termasuk dalam delik aduan. Sehingga, harus selalu disampaikan 

dan disuarakan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapat keadilan dan negara siap 

untuk usut tuntas kasus kekeraasan seksual. Mengingat, terdapat stigma negative yang 

melekat pada masyarakat terhadap korban. 
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3.  Memperdalam perspektif hukum Islam yang sangat kompleks karena keberangkatan tatanan 

hukum Islam bersumber dari Allah SWT sehingga dapat memformulasikan aturan yang 

maslahah untuk berbagai pihak. 

 

C. Penutup 

       Demikian penelitian ini penulis akhiri dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan 

rasa terimakasih kepada berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan pembaca yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca penelitian ini.  

       Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat penulisan yang kurang 

tepat. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif selalu penulis nantikan dalam rangka 

memperbaiki penelitian ini. Karena, penulis menyadari penuh atas segala keterbatasan yang 

dimiliki dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. 
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